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BAB 1
PEMBAGIAN PERAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi SAKIP

Pemerintah Daerah Provinsi dan SAKIP Perangkat Daerah. SAKIP Perangkat
Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui arahan
kebijakan, verifikasi dan validasi Tim SAKIP PEMDA. SAKIP Pemerintah Daerah
Provinsi dikelola oleh Tim SAKIP Pemda dengan pembagian peran sebagai
berikut:

1.

Perencanaan kinerja diampu oleh Bappeda

Bappeda memiliki peran menyusun pedoman, membina dan
memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi perencanaan kinerja. Bappeda
juga dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal
dibawah koordinasi Inspektorat.

. Pengukuran kinerja diampu oleh Bappeda

Bappeda memiliki peran menyusun pedoman, membina dan
memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi pengukuran kinerja. Bappeda
juga dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal
dibawah koordinasi Inspektorat.

. Pelaporan kinerja diampu oleh Biro Organisasi

Biro Organisasi memiliki peran menyusun pedoman, membina dan
memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi pelaporan kinerja. Biro
Organisasi juga dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas
kinerja internal dibawah koordinasi Inspektorat.

Biro Organisasi juga memiliki peran dalam tata kelola penyelenggaraan
SAKIP Pemerintah Daerah yaitu merumuskan dan memastikan seluruh tim
SAKIP memiliki performa yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan
tentang tata kelola penyelenggaraan SAKIP.

Evaluasi kinerja diampu oleh Inspektorat.

Inspektorat memiliki peran menyusun pedoman, membina dan
memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi evaluasi kinerja. Inspektorat juga
dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
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BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

2.1.Pedoman Manajemen Kinerja Terintegrasi

Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi adalah sebuah
konsepsi inovatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengintegrasikan
sistem manajemen kinerja institusi dengan sistem manajemen kinerja Individu.

Manajemen Kinerja terintegrasi bertujuan untuk:

1. Sinkronisasi kinerja institusi dengan kinerja individu

2. Menciptakan single input sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan
kinerja
3. Efisiensi dalam monitoring kinerja

4. Pengelolaan data base kinerja terintegrasi (kinerja institusi dan kinerja
individu)

Manajemen Kinerja terintegrasi menjamin adanya korelasi antara kinerja
Gubernur sampai dengan kinerja pelaksana, sehingga kedepannya bentuk-
bentuk inovasi apapun harus mengarah kepada Indeks Kinerja Utama (IKU)
Gubernur.

CASCADING

KINERJA INDIVIDU
(SASARAN KINERJA PEGAWAI)
REPORTING
BAPPEDA / m
SEKRETARIAT DAERAH

Manajemen kinerja institusi meliputi perjenjangan kinerja, penerjemahan
pohon kinerja kedalam perencanaan pembangunan dan perencanaan
pembangunan perangkat daerah serta perjanjian kinerja. Adapun manajemen
kinerja individu meliputi penyusunan SKP. Melalui manajemen kinerja
terintegrasi, penyusunan SKP dimulai dari penyusunan penjenjangan kinerja
hingga penyusunan perjanjian kinerja secara terintegrasi. Dengan demikian
terdapat hubungan korelasi yang jelas antara kinerja individu dengan kinerja

KINERJA INSTITUSI
(DOKUMEN PERENCANAAN) <

organisasi.
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2.1.1. Pedoman Perjenjangan Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur
logika sebab- akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam
menghasilkan outcome yang diinginkan. Secara teoretis, konsep pohon kinerja
mengadopsi konsep logic model yang merupakan salah satu pendekatan
perencanaan yang sering digunakan menganalisis proses/tahapan logis yang
diperlukan dalam mencapai outcome yang diinginkan.

» Model Logis (logic model): Merupakan alat/metode yang digunakan untuk
membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai
kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan
kondisi hasil yang diinginkan (Poister, 2003).

« Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang
menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi dari input menjadi
output untuk mewujudkan keluaran (outcome/result).

Model  logis terdiri dari tahapan = kondisi yang saling
berkaitan/berhubungan dalam membentuk outcome/hasil yang diharapkan.
Tahapan kondisi ini membentuk sebuah alur logis yang tersistem yang sering
dinamai dengan rantai nilai (value chain), yang model sederhananya terdiri dari
input, proses, output, outcome. Input merupakan besaran sumber daya yang
dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output (keluaran) baik
barang maupun jasa. Proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan
untuk mengolah input menjadi output. Output merupakan barang/jasa yang
dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai outcome. Sedangkan
outcome adalah hasil dari berfungsinya output.

Tabel 1. Contoh Aktivitas Output dan Outcome

Aktivit Outp Outcom
as ut e

Menulis Tulisan / buku Buku dibaca

Menjahit Pakaian Pakaian digunakan

Patroli keamanan Wilayah yang Aman/ tertib/ tidak ada
dilakukan kejahatan
patrol keamanan

Pembangunan jalan |Jalan terbangun Kelancaran mobilitas/akses

terbuka

Skema di atas adalah skema paling sederhana dari sebuah model logis.
Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa outcome dapat dihasilkan jika
output berfungsi dan tepat. Selain itu, yang paling harus dipahami adalah
membedakan output dengan outcome. Output merupakan barang/jasa yang
dihasilkan dari sebuah aktivitas pada sebuah organisasi. Sedangkan outcome
adalah hasil dari berfungsinya output tersebut.

Ketika menetapkan kinerja, sebuah organisasi pemerintah khususnya
diwajibkan untuk menghasilkan outcome, tidak hanya output. Karena tentunya
output belum cukup untuk menjawab alasan keberadaan dari organisasi
tersebut.
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Gambar 1. Model Logis Sederhana

OUTPUT OUTCOME

Gambar 1 tentang model logis adalah skema paling sederhana yang
terjadi. Dalam kenyataannya, tahapan/alur logis yang terjadi lebih kompleks,
bervariasi, dan lebih Panjang. Sebuah model logis dari sebuah program
seringkali membutuhkan tahapan kondisi yang lebih panjang. Setiap output
pun, tidak selalu langsung menghasilkan outcome yang diinginkan. Terdapat
kondisi antara output dan outcome yang ingin dicapai, kondisi antara tersebut
sering disebut juga dengan outcome antara (intermediate outcome), dan outcome
pendahuluan (initial/immediate outcome).

Gambar 2. Tahapan Outcome dalam logic model
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Selain itu, sebuah outcome juga biasanya juga dihasilkan oleh lebih dari satu output.

Sehingga bentuk dari logic model bukanlah sebuah model yang linear.

Gambar 3. Sebuah Outcome Hasil Dari Berfungsinya Berbagai Output

Output 1

Output 2

Dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh Perangkat
Daerah adalah mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model logis,
yang awalnya dimulai dari input dan berakhir pada outcome, menjadi dimulai
dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input, sebagaimana yang
terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. Menyusun Pohon Kinerja Dimulai dari Outcome

IMMEDIATE FINAL
INPUT OUTPUT OUTCOME ou'll'r::?gg oUTes OUTCOME
(OUTCOME
(OUTCOME TINGHATI (OUTCOME
TINGKATI) TINGKAT )
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Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran
kinerja), yaitu sasaran/kinerja level strategis (strategic objectives),
sasaran/kinerja level taktis (tactical objectives), dan sasaran/kinerja level
operasional (operational objectives).

Gambar 5. Levelling of Objective
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Objectives
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Tactical
Objectives
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Sasaran/kinerja level strategis biasanya berupa hasil (result) yang harus
diwujudkan oleh sebuah organisasi. Biasanya statement-nya menggambarkan
perubahan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik, misal: menurunnya
kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, menurunnya
kemacetan, dll. Sasaran/kinerja level taktis biasanya berupa efektivitas/hasil
dari sebuah program. Program sendiri dapat diartikan dengan sekumpulan
aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil, yang termuat dalam
sasaran/kinerja strategis. Sedangkan sasaran operasional biasanya berisi
accomplishment atau penyelesaian suatu kegiatan/aktivitas. Setiap level dalam
piramida kinerja di atas tidak merepresentasikan satu jabatan/posisi tertentu
dalam organisasi. Bisa saja dalam kinerja/sasaran operasional diisi oleh
beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda.

Piramida di atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja strategis
diisi oleh kondisi final outcome/longer term outcome, kinerja taktis diisi oleh
outcome antara (intermediate outcome/initial outcome), dan kinerja operasional
diisi oleh output-output. Semakin ke bawah jenjang maka kinerjanya akan
semakin teknis/operasional,

Outcome/hasil tersebut harus dihasilkan dari serangkaian proses
keputusan strategis yang melibatkan para Kepala Perangkat Daerah Tentunya,
statement outcome/hasil tersebut harus sesuai dengan isu strategis, mandat,
dan alasan keberadaan organisasi.

Skema yang terlihat pada gambar 6 akan lebih mengarahkan Perangkat
Daerah untuk menetapkan desain program/kegiatan (proses) yang lebih
berfungsi, tepat, dan bermanfaat bagi pencapaian outcome/hasil. Perangkat
Daerah  akan mendapatkan gambaran utuh atas kondisi-kondisi yang
diperlukan, termasuk output apa yang harus dihasilkan, agar outcome/hasil
tercapai. Apabila hal ini terwujud, maka input yang akan digunakan akan
menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan pohon kinerja juga sebaiknya
dilakukan berdasarkan level organisasi, sehingga terdapat beberapa level pohon
kinerja berdasarkan tingkatan organisasinya, seperti pohon kinerja level
organisasi, pohon kinerja level unit organisasi, pohon kinerja level satuan kerja
dan seterusnya.
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Dalam membangun pohon kinerja, terdapat beberapa prinsip yang harus
dipegang teguh Perangkat Daerah untuk mendapatkan logika yangideal. Prinsip
tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip
penyusunan.

Gambar 6. Skema Pohon Kinerja
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2.1.1.1. Prinsip-prinsip Umum Membangun Pohon Kinerja

1. Logis, yakni suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan
‘sebab-akibat’ ataupun fika-maka’. Pohon kinerja disusun untuk
mengawal ketepatan logika. Kondisi yang berada di level/hierarkhi lebih
tinggi adalah akibat/hasil dari kondisi/hierarkhi dibawahnya.

2. Empiris, yakni suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisi/isu
strategis/permasalahan faktual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja adalah
untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang
dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan
masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada
kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi
yang andal.

3. Antisipatif, yakni suatu pohon kinerja harus disusun dengan
mempertimbangkan kondisi masa depan karena akan digunakan dalam
jangka waktu lebih dari satu tahun.

4. Dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan
lingkungan strategis. Hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan,
pohon kinerja dapat terus disempurnakan, diubah, bahkan disusun ulang
untuk mengakomodir perubahan- perubahan yang terjadi. Pohon kinerja
harus mendukung organisasi menjadi lebih dinamis dan berorientasi
hasil, sehingga menjadikan pohon kinerja sebagai acuan yang tidak dapat
diubah adalah hal yang salah kaprah.

5. Holistik, yakni suatu pohon kinerja harus mempertimbangkan
keterkaitan dengan urusan lainnya. Penyusunan pohon kinerja
seharusnya tidak tersekat oleh urusan atau kewenangan yang akan
membatasi keluasan cakupan analisis. Penyusun perlu untuk membuka
kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja
yang akan dibuat.

6. Out of The Box, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan
kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategis terbaik, bukan untuk
mempertahankan status quo. Penyusun harus berusaha untuk mencari
alternatif kondisi/solusi lain di luar rutinitas atau eksisting.



_7 -

7. Materialitas, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi
yang penting, strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi
dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang membuatnya harus
menentukan pilihan dari berbagai solusi yang dihasilkan dari pohon
kinerja, maka pilihan solusi harus dijatuhkan pada yang paling penting,
strategis, dan berdampak.

2.1.1.2. Tahapan Penjenjangan Kinerja

Secara umum, terdapat 5 tahapan yang perlu dilalui sebagaimana yang
terlihat pada gambar di bawah ini. Tahap I sampai dengan Tahap IV adalah
tahap penyusunan pohon kinerja. Tahap V adalah tahap untuk menerjemahkan
pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan struktur organisasi.

Gambar 7. Tahapan Penjenjangan Kinerja
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PENYUSUNAN POHON KINERJA PENERJEMAHAN
POHON KINERJA
Tahap I: Tentukan Outcome/Hasil yang akan dijabarkan

Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan
outcome/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Penentuan
outcome/hasil apa yang akan dijabarkan memerlukan kesepakatan bersama,
khususnya dari para penentu keputusan strategis, karena akan mempengaruhi
bangunan kinerja instansinya. Identifikasi ini seharusnya dilakukan
berdasarkan pada bukti (evidence)] maupun data yang andal dan valid.
Identifikasi outcome ini juga harus terkait dengan hal-hal yang bersifat
faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi dan bukan
hanya berdasarkan perkiraan semata.

Outcome/hasil tingkat instansi harus menggambarkan outcome/hasil
yang strategis (strategic objective). Outcome/hasil strategis sendiri seharusnya
menggambarkan perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat karena hal
tersebut menggambarkan pengaruh/keberadaannya bagi
lingkungan/masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang
mendasari sebuah instansi dalam menetapkan outcome/ strategis nya, antara
lain:

1) Mandat atas tugas dan fungsi yang diembannya sesuai dengan Peraturan
perundangan yang berlaku;
2) Isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan yang akan dihadapi;

3) Ekspektasi/harapan masyarakat dan/atau stakeholder.
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Tahap II: Identifikasi Critical Success Factor yang dibutuhkan untuk mencapai
kinerja/outcome strategis
Setelah Perangkat Daerah  menetapkan outcome/hasil yang harus
dicapai, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Critical Success Factor
(CSF) outcome/hasil terkait. Mengidentifikasi CSF sebenarnya adalah langkah
awal untuk membangun model logis dari outcome/kinerja. Sebagaimana yang
telah dijelaskan pada bab sebelumnya, proses membangun model logis kinerja
sebenarnya adalah mengidentifikasi kondisi/outcome antara (immediate/initial
outcome) sampai pada kondisi paling teknis/operasional yang dapat
menghasilkan output (lihat kembali gambar 4)
CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh
dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka outcome/hasil
berpotensi besar untuk tercapai. Oleh karenanya mendapatkan CSF yang tepat
menjadi sangat penting bagi Perangkat Daerah . Keterbatasan pengetahuan,
pengalaman, teori, dan logika menjadi hambatan dalam mendapatkan CSF yang
tepat. Oleh karenanya, Perangkat Daerah dianjurkan untuk mendapatkan CSF
melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta mengambil
teori-teori yang relevan.
Beberapa pertanyaan dapat diajukan untuk mendapatkan CSF seperti
“apa saja yang harus ada/diperlukan agar outcome/kinerja tercapai?”
“Bagaimana agar kinerja/outcome terwujud?” “Apa kondisi prasyarat yang
harus ada agar outcome terealisasi?”
Dalam menjawab pertanyaan tersebut dan agar model logis yang disusun
berkualitas baik, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:
1) Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar
terjadi (factual problem);

2) Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai
outcome/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif);

3) Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;

4) Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat urusan;

5) Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/outcome adalah
“akibat” atau “hasil” nya.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan
berlalu lintas, selanjutnya, terjemahkan faktor-faktor tersebut ke dalam
kalimat-kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai outcome. Untuk
memudahkan, proses penjabaran dapat dilakukan dengan menggunakan
gambar/diagram.

Gambar 8. Penjabaran Outcome Kemacetan ke Kondisi yang Diperlukan
—_—
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Penjelasan dari gambar 8 di atas adalah bahwa outcome “menurunnya
kemacetan lalu lintas” dapat dicapai melalui perwujudan setidaknya lima
kondisi antara, yaitu ‘meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan’,
‘menurunnya pelanggaran berlalu lintas’, ‘meningkatnya kualitas jalan raya’,
‘berkurangnya parkir liar’, dan ‘terciptanya penataan kota yang baik’.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kondisi dapat diartikan sebagai
(1) Keadaan (baik maupun buruk), dan (2) Persyaratan. Karena kondisi
merupakan keadaan maupun persyaratan, maka seringkali penjelasan atas
kondisi disertai dengan kata sifat atau keterangan. untuk memahami apa yang
disebut dengan kondisi, terdapat contoh dan ilustrasi yang digunakan.

Tabel 2. Perbedaan Kondisi Baik dan Kondisi Buruk

Ekonomi semakin stabil Kesehatan semakin menurun
Kurs Rupiah Menguat Infrastruktur Rusak berat
Produksi Padi Meningkat Produksi Pupuk Menurun

Tahap III: Uraikan Critical Success Factor kepada Kondisi-Kondisi Antara
Sampai kepada Kondisi Paling Teknis/Operasional

CSF yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi
merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses
penjabaran-nya sama seperti ketika mengidentifikasi key success factor dan
menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian
outcome. Gunakan logika “sebab-akibat” atau “jika-maka”, atau gunakan
pertanyaan “kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat terwujud?”. Sama
halnya seperti menentukan CSF, mengurai CSF kepada kondisi-kondisi antara
dapat dilakukan dengan melakukan FGD, brainstorming, melihat teori, untuk
selanjutnya mencocokkannya dengan kondisi empiris yang sebenarnya terjadi.

Tahap IV: Lengkapi dengan Indikator Kinerja

Apabila variabel yang mempengaruhi pencapaian outcome telah cukup
dijabarkan, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi setiap variabel
dengan indikatornya masing-masing.

Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), dan terukur.

Indikator yang baik yaitu indikator yang memenuhi kriteria SMART, yakni
Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timebound.

1. Spesific berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi
yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda.

2. Measurable berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif
dan memiliki ukuran kuantitatif.

3. Attainable berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang
memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai,
namun juga tidak terlalu mudah dicapai.

4. Relevant berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau
keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur.

S. Timebound berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang
menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu.
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Dibawah ini adalah beberapa contoh pohon kinerja sederhana (parsial),
antara lain terkait permasalahan strategis kemacetan dan kemiskinan yang
disusun sesuai langkah- langkah diatas:

Gambar 9. Contoh Pohon Kinerja Kemacetan (parsial)
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Gambar 10. Contoh Pohon Kinerja Kemiskinan (parsial)

POHON KINERJA
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IK: Angka Kemiskinan

————————
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——

Menurunkan pddk Meningkatkan daya
putussekolah tampung sekolh
IK: Angka putus IK : Rasio doya
sekoloh tampung sekoloh
Y v
Meningkatkan akses Meningkatkan partisipasi
pendidikan penduduk pendidiken nonformal
miskin IK: % pddk putus sekolah
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sekoloh pdak miskin
v i
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beasiswa utk peserta ke lembaga pendidikan
didik kurangmampu nonformal
IK ¢ Jml pddk miskin IK : Jml Lemdik nonformal
penerima beasiswa penerima 80P
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Setelah pohon kinerja tersusun dengan baik, selanjutnya pohon kinerja
tersebut diterjemahkan menjadi nomenklatur program/kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan didistribusikan ke setiap
jabatan dalam struktur organisasi, yang akan dibahas pada bab selanjutnya.
Lebih lanjut, pohon kinerja ini juga dapat dijadikan dasar rujukan dalam
menetapkan struktur organisasi Perangkat Daerah . Dengan demikian, nantinya
struktur organisasi yang dibangun dapat mendukung pencapaian kinerja yang
diharapkan.

Gambar 11. Satu Kotak Menjadi Satu Komponen Perencanaan

|
SASARAN
Key Success SASARAN
STRATEGIS 1 STRATEGIS 2
I ]
Kondisi SASARAN
Pendukung (1.2 PROGAM 1
\.
I [
r \
% % = " SASARAN
Kondisi Kondisi H Kondisi Kendisi Kondigi
pe“""'“‘“g'-’-’] Pendukung 1.2.1 [Pandﬁzsgslzsllm:] [Penduiungs‘ll.tz} [Pendukungllm [Pendukung II.Z.Z’ KEGIATAN 1

\

|
Key Success
Factor|
r

Kondisi Kondisi
Pendukung I.1 Pendukung .2

' \

Kondisi
Pendukung I1.1

2.1.1.3. Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja

Langkah awal yang dilakukan dalam menuangkan pohon kinerja ke
perencanaan kinerja Perangkat Daerah adalah dengan mengklasifikasi
pohon kinerja ke 3 (tiga) level kinerja, yaitu level kinerja strategis, level
kinerja taktikal dan level kinerja operasional. Penjelasan lengkap tentang
ketiga level kinerja tersebut dan kriteria-kriterianya terdapat di Bab II
pedoman ini. Klasifikasi kinerja ini akan menjadi acuan dalam menentukan
perencanaan kinerja dan kinerja utama setiap jabatan. Berikut contoh
pengklasifikasian pohon kinerja ke dalam level kinerja yang mengacu pada
contoh parsial pohon kinerja kemiskinan pada gambar 10 Bab IIl pedoman
ini:
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Level Kinerja Gambar 12. Contoh klasifikasi level kinerja sederhana
Menurunnya
kemiskinan

| ! }

— —
Peningkatan daya Meningkatkan Menurunkan
. . beli emeratan pendidikan engangguran
Kinerja — 3 P P b
Strategis I
—
| }
pr— Menurunkan pddk Meningkatkan daya
putus sekolah tampung sekolah
Meningkatkan akses Meningkatkan
- ; pendidikan penduduk partisipasi pendidikan
Kinerja miskin nonformal
Taktikal
— B A
Tersalurkannya Tersalurkannya dana
beasiswa utk peserta BOP ke lembaga
didik kurang mampu pendidikan nonformal
Kinerja
Operasional <

Dalam praktiknya, pengklasifikasian level kinerja dapat lebih kompleks
dari gambar contoh diatas. Pengklasifikasian kinerja strategis bisa dibedakan
menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kinerja Strategis Daerah, untuk kinerja yang bersifat strategis di tingkat
daerah (Pemerintah Daerah)

2. Kinerja Strategis Urusan dan Bidang Urusan, untuk kinerja yang bersifat
strategis di tingkat Perangkat Daerah.

2.1.2. Penerjemahan Pohon Kinerja kedalam Cascading, Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah

Langkah selanjutnya setelah mengklasifikasi level kinerja adalah menuangkan

tiap-tiap level kinerja tersebut ke komponen perencanaan dan

mendistribusikannya ke tiap level sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip menuangkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan
yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Skema dalam menuangkan level kinerja ke dalam dokumen perencanaan
dan perjanjian kinerja tiap jabatan, seperti yang ditampilkan dalam gambar
dibawah.

3. Peraturan terkait penetapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

4. Mandat dan ruang lingkup tugas jabatan.
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Agar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen
perencanaan pembangunan daerah
hubungan logis, maka pohon kinerja dan cascading harus menjadi pedoman
dalam penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, DPA, Perjanjian Kinerja, dan
SKP.

selaras dan memenuhi ketentuan

Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, tahapan awal dalam
menuangkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan Pemerintah
Daerah adalah dengan terlebih dahulu mengklasifikasi pohon kinerja menjadi
kinerja strategis, kinerja manajerial, dan kinerja operasional. Kinerja strategis
perlu diurai menjadi beberapa jenis dan tingkatan kinerja strategis. Gambar
berikut adalah contoh klasifikasi level kinerja dari pohon kinerja pengentasan
kemiskinan di daerah.

Gambar 13. Skema penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan

kinerja jabatan
PEMERINTAH DAERAH
Kinerja Komponen Kinerja Strategis
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PK Eselon Ill Sasaran ektor/Kinerja
e G= Manajerial
Program (intermediate
tcome)
PK/SKP\ Sasaran Kinerja Manajerial
Jafung Madya - Kegiatan - (Intermediate
Outcome)
PK/SKP Sasaran Kinerja Operasional
Jafung Muda = Sub Kegiatan = (output)

Gambar 14. Contoh penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan

kinerja jabatan
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Selanjutnya berdasarkan klasifikasi level kinerja diatas, Pemerintah

Daerah menuangkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja tiap
level jabatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.

Menetapkan Kinerja Strategis Daerah sebagai Tujuan dan Sasaran dalam
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah

Perencanaan strategis Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan
arah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, serta diuraikan
hasil yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan
serta strategi-strategi penting yang akan dilakukan agar hasil yang
direncanakan dapat dicapai sesuai harapan. Oleh karena itu, penentuan
tujuan dan sasaran dalam RPJMD harus mengacu pada kinerja strategis
daerah yang menjawab isu-isu dan permasalahan strategis daerah.

Berikut contoh menuangkan pohon kinerja dari Gambar 14 diatas ke
dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Daerah:

Tabel 3. Contoh Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Ditetapkan dari
Pohon Kinerja

Tujuan Indikator Tujuan Target
Menurunnya Angka Kemiskinan X5

Kemiskinan

Sasaran Strategis Indikator Sasaran n | nIl | nII | n.IV | n.V
Meningkatnya Rata-rata lama | X1 | X2 | X3 X4 | X5
Pemerataan sekolah
Pendidikan

Indikator kinerja tujuan dan sasaran contoh diatas sebelumnya sudah
ditetapkan dalam penyusunan pohon kinerja. Sedangkan target
ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi awal periode perencanaan
dan kondisi yang diharapkan terjadi pada periode akhir perencanaan.

. Menetapkan Kinerja Strategis Urusan/Bidang Urusan sebagai Tujuan dan

Sasaran Strategis dalam Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan kinerja strategis
urusan/bidang urusan sebagai tujuan dan sasaran strategis dalam
perencanaan strategis perangkat daerah. Perencanaan strategis perangkat
daerah menggambarkan peran penting dan strategis suatu pemerintah
daerah dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah
dan menjelaskan alasan keberadaan (eksistensi) perangkat daerah
tersebut.

Dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah,
dapat menggunakan prinsip-prinsip dalam menerjemahkan kinerja ke
komponen perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya.
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3. Menetapkan Kinerja Taktikal sebagai Sasaran Program dan Sasaran
Kegiatan Langkah selanjutnya dalam rangka pencapaian kinerja
utama, perangkat daerah

menetapkan program dan kegiatan dengan mengacu pada peraturan yang
diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Agar program dan kegiatan yang
telah ditetapkan lebih spesifik ukuran keberhasilannya, perangkat daerah
menetapkan sasaran program, indikator program, dan targetnya, serta
menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan target kegiatan
dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja manajerial. Contoh
berikut mengacu pada gambar 14 diatas, menuangkan kinerja manajerial
pada pohon kinerja ke program dan kegiatan, sasaran program, sasaran
kegiatan, indikator program dan indikator kegiatan:

Tabel 4. Contoh Menetapkan Kinerja Taktikal Sebagai Sasaran Program
dan Kegiatan

Nama Program . | Pengelolaan Pendidikan

Sasaran Program : | Menurunnya penduduk putus sekolah

[ndikator Program : | Angka Putus Sekolah SD

Target Program L | XXX

Nama Kegiatan . | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran Kegiatan : | Meningkatnya partisipasi Pendidikan nonformal

Indikator Kegiatan | : |Persentase penduduk putus sekolah yang
melanjutkan pendidikan pada program Kejar
Paket A/B/C sampal tamat

Target Kegiatan L | XXX

Anggaran : | Rp.000,-




- 24 -

4. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai Sasaran Subkegiatan

Langkah selanjutnya adalah perangkat daerah menetapkan
subkegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan
yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Agar Subkegiatan yang telah
ditetapkan lebih spesifik ukuran keberhasilannya, perangkat daerah
menetapkan sasaran subkegiatan, indikator subkegiatan, target
subkegiatan, dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja
operasional. Contoh berikut mengacu pada gambar 14 diatas
menuangkan kinerja operasional pada pohon kinerja ke subkegiatan serta
sasaran dan indikatornya:

Tabel 5. Contoh Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran
Subkegiatan

Nama Subkegiatan : | Pengelolaan dana BOP Sekolah

Nonformal/Kesetaraan

Sasaran Subkegiatan : | Tersalurkannya dana BOP ke Lembaga
Pendidikan Nonformal

Indikator Subkegiatan :|Jumlah Lembaga Nonformal yang

menerima dan mengelola dana BOP

Target Subkegiatan D xxx

Anggaran : | Rp.000,-

2.1.2.1. Langkah-langkah mendistribusikan pohon kinerja dan
cascading ke setiap jabatan
Distribusi pohon kinerja ke setiap jabatan pada Pemerintah Daerah
mengacu pada klasifikasi level kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya
(gambar 14). Berikut panduan dalam mendistribusi kinerja tiap jabatan pada
Pemerintah Daerah:
a. Kinerja strategis daerah sebagai ukuran kinerja Kepala Daerah

b. Kinerja strategis bidang urusan sebagai ukuran kinerja Kepala
Perangkat Daerah

Kinerja taktikal (intermediate outcome) sebagai kinerja Administrator

d. Kinerja taktikal (immediate outcome) sebagai kinerja
Administrator/Jabatan Fungsional Madya

e. dan operasional (output aktivitas) sebagai kinerja Pengawas/Jabatan
Fungsional Muda/Ketua Tim.
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Dalam mendistribusikan pohon kinerja menjadi kinerja setiap jabatan pada
suatu Perangkat Daerah , perlu memperhatikan mandat dan ruang lingkup
kerja setiap struktur jabatan. Sebagai contoh, kinerja “menurunnya penduduk
putus sekolah” dalam struktur jabatan yang terbagi pada 2 bidang, yaitu bidang
pengelolaan Sekolah Dasar, dan bidang pengelolaan Sekolah Menengah
Pertama, sehingga distribusi kinerja disesuaikan, yaitu “menurunnya penduduk
putus sekolah SD” untuk bidang yang menangani Sekolah Dasar, dan
“menurunnya penduduk putus sekolah SMP” untuk bidang yang menangani
Sekolah Menangah Pertama. Selanjutnya, distribusi kinerja jabatan ke kinerja
individu mengacu Peraturan Menteri PANRB terkait manajemen kinerja ASN
atau peraturan lain yang berlaku.

2.1.1.1. Penggunaan Kamus Padanan Indikator berbasis Kebutuhan
dengan Indikator berbasis Penyeragaman
Dalam rangka sinkronisasi indikator berbasis kebutuhan dengan
indikator berbasis penyeragaman perlu diterapkan kamus indikator padanan.
Kamus indikator ini digunakan ketika penyusunan pohon kinerja dan
cascading.

Untuk mengakses kamus indikator ini dalam dilakukan langkah langkah sebagai

Nama Indikator Nama Indikator

Indikator Outcome/Output SIPD/Kemendagri

54 Indikator Jumlah Arsitektur Kinerja sasaran Jumlah Dokumen Hasil
Sub strategis tidak tercapai yang terevisi Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja

55 Indikator Jumlah aplikasi interoperabilitas esakip Jumlah Dokumen Hasil
Sub dan TRK (1 Fitur) Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja

56 Indikator Jumlah Fitur sistem perbaikan kinerja Jumlah Dokumen Hasil
Sub yang diterapkan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja

berikut:

1. Login melalui https://kinerja.sultengprov.go.id/login melalui akun
masing- masing perangkat daerah atau alamat link penggantinya.

2023~ Kinerja Gubernur > Kinerja Perangkat Daerah = Arsitektur Kinerja  Arsitektur Kinerja Cross-Cutting
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2. Masuk ke menu “Kamus Indikator”

Nama Indikator Outcome/Output Nama Indikator SIPD/Kemendagri ‘ skp

vvvvvv

2.1.1.1. Penyajian Pohon Kinerja (Logical Framework) dan cascading
secara digital
Pohon kinerja dan cascading dituangkan secara digital pada aplikasi
SALIARA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi).
Gambar 15 Pohon Kinerja Digital dan Cascading Digital
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Langkah penyajian pohon kinerja (logical framework)dan cascading secara
digital sebagai berikut.

1. Login melalui https://kinerja.sultengprov.go.id/login melalui akun
masing-masing perangkat daerah atau alamat link penggantinya;

2. Pilih Sasaran Strategis.

Pilih “Sasaran Strategis Perangkat Daerah” dan klik “tambah”

==}
| l’: eSAKIP = Tahun Kineda: 2023 PERENCANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH @
E]  Dashboard Dashboard Sasaran Stratege Perangkat Daerah
E)  visi, Misi & Tujuan RPIMD
Bl sasaran Strategis RPIMD & Filter Sasaran Strategis Filter Indikator Sasaran Strategis
1KU Gubernur
Piih sasaran strategis v Pilih indikator sasaran strategis v
A nevie Cross-Cutting
Sasaran Strategls Target
Perangkat Daerah No Sasaran Strategis RPJMD 1KU Gubernur Sasaran Strategis PD IKUPD | Satuan Kinerja Realisas Aksi Seharusnya
Bl Kinetja Program = 5
1 20- Terwujudnya inovasi tata kelola 29 - Indeks Reformasi MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL. Indeks. POINT  2019:204 019217 (), (8)
Bi iatle Faciatan pemerintahan yang smart. bersih dan Birokrasi (kategori) BERINTEGRITAS, NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI ~ Sistem 2020:328 20203755
' gl akuntabel Merit 2021:3755  2021:378.8
o 20223805 20223965
Bl Kinerja Sub Keglatan 2023 3965 2023 396.5

2]

Kinetja Langkah Aksi -

Rencana Aksi Terintegrasi

Kamus Indikator

F]  Kamus Indikator Fungsional
E]  Display Kinerja Makro

E]  Display Kinerja Mikro >
Bl capaian IKU

B wie

3. Pilih “Kinerja Program” dan klik “tambah”

PNANAMN BASAN EIPARAAN tattan §

o --

VL M & R PO e Somaan o o [ i e

Lo n Do wtrgn 20 & P oo M R ~ rir pegeme v

Prop om Pogran | Seten  Ueade | Geede | Pengenpe a Loharvamye
oA N - e - xnan - *
PG RN )
A Tanan e
adtan POV ) ~
Ve d ey
- -
~e
Mt Ay
- .
e
Soncone Maw Yovmtog o [T I
. -
Lo
D VRSN RN W e SUTAAMANN BINV VIR O PO o ront _— e anancant (o), (o
B o ndhaner bunguone [ e A AN PN U TR aALan Y] ) . VTl DN
MAATIGATAL MMAL W Cadbar N Smtian et Vet e recanry
©)  Ouptey Snarte Metve DN ROV A o ® Ape
Ve d ey
E) Ovptey Gmerie Mire "':
Copoan . .
- . -



- 28 -

4. Pilih “Kinerja Kegiatan” dan klik “tambah”

o ;
- m

5. Pilih “Kinerja Sub Kegiatan” dan klik “tambah”

‘J «SAKP B S Geege 20 U ARAAS BATAN EIPTCAR AN Dadbae §
o S wogn BP0 & [y v— Pt s es Pngampn
r e v Pen masnr v I v
o~ . mey
. T M gy o genen omatan Pamas AN s For Vel pote . tm benpemtonge = °
B R s S = e

2.1.1.2. Verifikasi dan Validasi Pohon Kinerja dan Cascading

Pohon kinerja dan cascading disusun oleh perangkat daerah melalui
konsinyering dengan tim sakip pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sektor
perencanaan kinerja. Validasi pohon kinerja dan cascading dilakukan oleh
Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.2. Penerjemahan Pohon Kinerja dan Cascading ke dalam
Perjanjian Kinerja
Setelah pohon kinerja diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra,

Renja dan DPA, selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Ketentuan ketentuan dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) adalah

sebagai berikut:

A. Kepala Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat satu
bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

B. Perjanjian Kinerja ditandatangani secara elektronik oleh Pimpinan Instansi
(penerima amanah) sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target
kinerja dengan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai persetujuan atas target
kinerja yang diperjanjikan.
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C. Format penulisan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:
1) Jenis Huruf : Arial ukuran 12
2) Kertas Ukuran : F4 80 gram
3) Spasi: 1,5
4) Margin : Atas 2,54, bawah 2,54, kanan 2,54, kiri 2,54
5) Orientasi : Potrait
6) Logo : Warna dan ukuran sesuai tata naskah.
D. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

1) Dilakukan mengacu Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17
Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

2) Dokumen Perjanjian Kinerja perangkat daerah dikirim melalui account JPT
(sebagai Konseptor);

3) Ketentuan judul Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

LOGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
20XX

KEPALA ...........

PROVINSI SULAWESI TENGAH
E. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:
1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

LOGO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN
20XX

KEPALA ...........
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Adapun ketentuan PK Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

1) Batang tubuh pada PK Perubahan tahun berjalan berisi sesuai dengan
PK perangkat daerah anggaran APBD Murni tahun berjalan.

2) Waktu pada PK Perubahan tahun berjalan meyesuaikan dengan kondisi
ketika terjadi pergantian/mutasi pejabat, perubahan strategis dan
Perubahan Prioritas tujuan sasaran.
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F. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah melalui

1) Sistem Tanda Tangan Berbasis Elektronik, terdiri dari 3 tahap; JPT
(Kepala Badan/Dinas/Biro/Direktur), SEKDA, dan Wakil Gubernur)
2) Penandatangan adalah Gubernur.

Contoh Format Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama
Jabatan

: H. Rusdy Mastura
: Gubernur Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
vangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dan target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami;

Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik

dan keuangan pevangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem
Evaluasi ian dan Pelaporan (e-MEP).

»

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan il tindakan yang dij dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 februari 2024

Pihak Kedua,

GU ULAWESI TENGAH
VA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

=3

H. M

SR
HIRUSDY MASTURA IOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19660418 199203 1 009

Contoh Format

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

beroricntasi pada basil, kami yang bertanda tangan di bava ni:

Nama * Dra. DIAT AGUSTININGSTH, M.Pd

LA DINAS PARIWISATA PROVINST SULAWESI TENGAH
ihak Pertama

Jabatan

Selanjutnya discu

Nama
Jabatan

H.RUSDY MASTURA

GUBERNUR SULAWESI TENGAR

Sclaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebot Pibak Kedoa
Pihak Pertama becjanii aksn

Y- Mewujodkan targe Kiners yang sehansay sesua lampiran pecanisn i, dslam rangka
eRCapai target kinerja jangka mencagah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan peacapaian target kinerja terscbut. menjadi
tanggung jawab kami,

Keuangan perangkat dacrah sesuai targe yang telsh ditetspkan dalim Sistem Elekironik
e ,

Pihak Ked

vty s epipmopmeriy
oo iy Vi

Palu,  Novembep2023
Pibak Kedua, Pibak ¥
1. RUSDY MASTURA Dra. DIAH AGUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No. Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Target
1 (2) (3) (4)
1 Meningkatnya produksi kelautan Produksi Perikanan (ton) 1.016.719,46 _
perikanan Nilai Tukar Perikanan 101,6
2 Terwujudnya Kawasan Pengelolaan | Rasio kawasan lindung 20 ,95
Sumberdaya Kelautan dan perairan terhadap total luas
Perikanan yang Berkelanjutan perairan teritorial
Persentase Tingkat 65
Kepatuhan Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan
Terhadap Peraturan
Perundang-undangan (%)
3 | Meningkatnya Daya Saing Produk Persentase peningkatan 5
KP dan Angka Konsumsi lkan UMKM kelautan dan
i ifikasi (%)
Angka Konsumsi lkan 69,04
(Kglkapith)
Program ggaran (Rp.)
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 23.578.703.121 APBD
2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 7.044.277.319 APBD
3 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan 4.705.541.178 APBD
Pulau-Pulau Kecil
4  Program Pengawasan Sumberdaya 3.638.293.500 APBD
Kelautan dan Perikanan
5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil 1.446.964.420 APBD
Perikanan
Palu, 13 Februar! 2024
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUB| KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

g Wwesn TENGAH
2
£ A

PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. MOH. IF LATJI SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660418 199203 1 009

Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAIAN TAHUN 2023
DINASPARTWISATA PROVINST SULAWEST TENG.

SASARAN STRATEGES

INDIKATOR KINERIA

TARGET |
—
! cningkatnya Indeks
Reformast rokras Porangla
| o rangkat

! S
Tndeks Reformasi Birokrast

Meningkatnya Nilai Gilai
Senenghatnya Nilsi Tambah | Nils Tembah Sekior

Pariwisata (Triliun, Rupiah)

T TN
. umiah Ars Kunjungan
w | Wi '

Meningksinys Nilsi
Ehonom gy Tombsh

RO ——

Trogram Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah

T Rp.12.425.205.063 ApBD
2
Pgrm Pesingkatin Daya Turik Destinasi| Rp.1458272338 APBD
Program Pemasaran Pari
Pemasasan Pariwisata Rp3230.911.200 APBD.
4
| Program Pengembangan Ekonomi KecatfMelalu | Rp.1.612529.429 APBD

comantisan dan Fomats
Intelektual edindungsa Hak Kekays

$ | Program Pengembangan Sumber Daya Paiwisaa
dan Ekonomi Kreatif enah

i

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Wv’—_

1L RUSDY MASTURA

NIP. 19680825 199412 2 006
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2.1.3. Penerjemahan Pohon Kinerja dan Cascading ke dalam SKP

Penerjemahan pohon kinerja ke dalam SKP menggunakan pendekatan
Manajemen Kinerja Terintegrasi. Pendekatan ini merupakan sebuah konsepsi
inovatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengintegrasikan sistem
manajemen kinerja perangkat daerah dengan sistem manajemen kinerja
Individu. Secara konkrit Sistem Akuntabilitas Kinerja terintegrasi diwujudkan
dalam bisnis proses Interoperabilitas Aplikasi SALIARA dengan Kinerja Mobile
(K-MOB). Proses bisnis ini menjamin adanya sistem dan fitur berbagi pakai data
secara terintegrasi antara Aplikasi SALIARA (sistem akuntabilitas kinerja
terintegrasi) dengan Aplikasi KMOB (Sistem Penilaian kinerja individu).

Interoperabiltas Aplikasi SALIARA dan KMOB bertujuan untuk:

Menciptakan single input sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja
Sinkronisasi kinerja institusi dengan kinerja individu

Efisiensi dalam monitoring kinerja

s L b=

Pengelolaan data base kinerja terintegrasi (kinerja institusi dan kinerja individu)

Interoperabilitas Aplikasi SALIARA dan KMOB menjamin adanya korelasi
antara kinerja Gubernur sampai dengan kinerja pelaksana, sehingga
kedepannya bentuk — bentuk inovasi apapun harus mengarah kepada Indeks
Kinerja Utama (IKU)

[lustrasi penerjemahan pohon kinerja ke dalam SKP dapat dilihat pada
gambar berikut.

Gambar 16 Penerjemahan Pohon Kinerja ke dalam SKP

Continuous Improvement Inisiatif strategis 2

Integrasi SKP Individu dengan Arsitektur Kinerja Organisasi

Penjenjongon Kineda orgonisasl sudoh ledniegras dengon kineda individu (SKP). Kinero individu pada SKP
socora otomaolis divanster gon cowcoding pode oplikoy ¢ sokip sehingQo kinerja Individu dipastikan jolas
kontnbusinyo terhodap juon organisas

SKP salah satu PNS pada aplikasi K-Mob

Cascading Salah satu kinerja PNS ! 5
Yang ditransfer dari Cascading
(Pohon Kinerja setelah disesualia scad
dokumen perencanaan) " pada Ca ing Secara otomatis
= M |

Dalam penyusunan SKP, setiap PNS mengakses aplikasi K-MOB dan
menarik data pohon kinerja yang tertuang didalam aplikasi SALIARA. Adapun
langkah langkah penyusunan SKP melalui interoperobilitas aplikasi SALIARA
dengan K-MOB adalah sebagai berikut:

1. Login ke Aplikasi K-MOB.
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2. Pilih fitur Input SKP utama pada menu Rencana Kerja

3. Pilih “sinkronisasi kinerja perangkat Daerah”.
2.1.4. Penerjemahan Pohon Kinerja Ke Dalam Rencana Aksi

Untuk mengetahui tahapan logis dari setiap output/sasaran sub kegiatan
maka disusun rencana aksi. Rencana aksi adalah tahapan logis untuk mencapai
output/sasaran sub kegiatan. Rencana aksi disusun melalui mekanisme
interoperobilitas aplikasi K-MOB dengan aplikasi SALIARA (e-SAKIP) yaitu
menyusun langkah aksi untuk setiap output dengan cara menarik data IKI
bulanan setiap PNS pada SKP PNS.

PENERAPAN RENCANA AKSI TERINTEGRASI IKI BULANAN SKP

Rencana Kinerja Bulanan
(IX! Bulanan)

IKI Bulanan salah seorang PNS pada aplikasi
K-mob ditransfer otomatis ke Rencana Aksi
pada e sakip

Penyajian rencana aksi pada aplikasi SALIARA adalah sebagai berikut.

" oA ROGRAM Potksansan Panguemiangsn T " inya ol .
PURNDUSTRIAN ayanon K2 Mo LP1 ——
W " M AMOK
TRGAGANGAN coh nkiON
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2.1.5. Perbaikan Perencanaan Kinerja berdasarkan LKIP

Pohon kinerja dan cascading diperbaiki berdasarkan umpan balik
(feedback) dari rekomendasi perbaikan hasil analisis LKIP. Informasi/analisis
LKIP terkait dengan faktor faktor yang menyebabkan kegagalan kinerja beserta
upaya perbaikan yang dilakukan pada Bab III LKIP ditindaklanjuti dengan
perbaikan dokumen perencanaan. Perbaikan dimaksud dilakukan melalui
sistem perbaikan kinerja sebagai berikut.

LKIP Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan
melalui Sistem Perbaikan Kinerja

PERBAIKAN

LKIP Tahun SISTEM PERENCANAAN

PERBAIKAN
KINERJA

-Perbaikan Cascading

2022
-Perbaikan Dokumen
perencanaan

Informasi Before and

Perbaikan cascading dan After outcome/output
|dentifikasi kinerja tidak tercapai m Analisis penyebab kegagalan B  Dokumen Perencanaan =» strateg{ put

2 e e g Mo s G 501 S0 il

3 Boorend Pebekn G s Crieg 521

LB T |
b

Sistem Perbaikan Kinerja menemukan dan mengenali kinerja mana pada
cascading yang tidak tercapai untuk didiagnosa penyebab kegagalannya. Hasil
diagnosa kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan cascading tahun
berikutnya yang diikuti dengan penyesuaian dokumen perencanaan dan
penganggaran.
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2.1.6. Perbaikan Perencanaan Kinerja berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi

Dokumen perencanaan diperbaiki berdasarkan umpan balik (feedback)
dari rekomendasi LHE Kemenpan RB maupun Inspektorat. Rekomendasi yang
tertuang didalam LHE ditindaklanjuti dengan matriks rencana aksi tindak
lanjut LHE. Matriks rencana aksi dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.

Tabel 7 Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE Tahun 20XX

2.1.7. Sistem Penilaian Jenjang Kinerja

Untuk menjamin setiap pengampu kinerja sudah mengampu level kinerja
yang sesuai, maka diterapkan sistem penilaian jenjang kinerja. Melalui sistem
ini diukur apakah sasaran dan indikator sudah memenuhi kaidah perjenjangan
kinerja dan kaidah indikator SMART atau belum. Kriteria kriteria perjenjangan
kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis RPJMD harus memenuhi kriteria Ultimate
Outcome (berorientasi hasil) diampu oleh Kepala Daerah.

2. Sasaran strategis Renstra harus memenuhi kriteria Intermediate
Outcome bidang urusan (berorientasi hasil) diampu oleh Kepala
Perangkat Daerah Daerah.

3. Sasaran program harus memenuhi kriteria Intermediate Outcome
sub bidang urusan diampu oleh Jabatan Fungsional
Madya/Administrator.

4. Sasaran Kegiatan harus memenuhi kriteria Immediate Outcome
diampu oleh Jabatan Fungsional Madya/Administrator.

5. Sasaran Sub Kegiatan harus memenuhi kriteria Output diampu
oleh Jabatan Fungsional Muda/Pengawas/Ketua Tim.




2.2.
Perencanaan Kinerja

2.2.1.
2.2.1.1.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

100.2.1 126 A /BAfPEDA- 45T /2023

NOMOR

TANG

AN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR SULAWESI T!

GAH,

a. bat udk: tata k
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas,
pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas
dan 2 erja birokrasi, perlu penilaian
aps a yang tepat sasaran dan
berorientasi pada Perangkat Dacrah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah  sehingga membutuhlan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah,  pimpinan  Instansi
Pemerintah menetapkan kebijakan teknis Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi;

bahwa sambil menunggu perumusan kebi
daerah berupa Peraturan Gubernur, kel

2.2.1.2.

gt P Do IR

s ¢
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KEEMPAT

KELIMA
KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

S beshaap R Pearqean gk P Dvech
Saaaes Trgh i
Rerbirgns Jugia Meergh din eyl scum pery
Rencis kg Paeg Oversh Kokl a meisd e
ronareen o g dsin oeh i

e

Py
pen
s s darin e

i

st dorsh, sl dn by b

chewiin mesbsndon »

g ikt éanfngipa g g
PALU, 17 AGUSTUS 2009

GUBERMJR SULAWES! TENGHH,

)

W6, PALIVON

PROVI

RENSTRA

TAHUN 2021 - 2026

(BAPPEDA)
SULAWESI TENGAH

Eviden Penilaian Perencanaan Kinerja Standar Evidence

Perencanaan Kinerja Telah Tersedia (pemenuhan)
Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
AKIP; dan

€. memonitor tindak  lanjut
evaluasi periode sebelumnya.

rekomendasi  hasil

Gubernur melakukan cvaluasi AKIP pada Perangkat
Daerah setiap tahun.
Pelaksanaan evaluasi Al

dalam Diktum KI
Evaluasi AKIP.

Keputusan Gubernur.

evaluasi AKIP telah dilakukan terhitung
6 Maret 2023

Ditetapkan di F

RUFDY MASTURA

Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGAH
Nomor : 06 Tahun 2009

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DATRAH
PROVINS SULAWES TENGAM TAUN 2003.2025
'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 554
CABERNUR SULAWESI TENGAR

- 5 b Pound Sumeed Tengh
e sarmcn pembgran
Jorga ~H

Femnara n
S i s st

Mangogu
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1.1.1. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek

PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAK NOMOR 15 TAHUN 2023

RENJA

Aﬁsncwn KERJA "

= PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
1_ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
£ = (BAPPEDA
= J1. Pruf. DR, Noh, Yamin, SH. No.Telp. (0451) 4ZI844-421845 - Fax (0451 451560 Telex 75251
PALU (04112)

RENCANA AKS MONITORING DAN FVALUASYPENGUKURAN KINERJA
Kepala OFD d i Bagian Peren

Perenc:
Nama OFD

Kepals OPD

[Tahun Pelaksanzan

- Lo s e et i — | e
= A, ek e o e g

1.1.3.

PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAT
DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGAH - a8

TAHUN ANGGARAN 2024

1.2, Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik,
yaitu untuk Mencapai Hasil, dengan ukuran Kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara Logis, serta
Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (Crosscutting). (Kualitas)

1.2.1. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Diformalkan

RPIMD RENSTRA RENCANA KINERJA CRASTIALNENE SERAMmNS

=
(’!"b‘_ i1
e mEEEEmEOEN
a IR U5 BN BN A R B BN TS A
- - - - —
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1.2.2. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Dipublikasikan

“RENSTRA

~ Kinerja Perangkat Daerah ~  Arsitektur {
Kinoria

~ PERJANJIAN e CONTOH VIA WEBSITE/

Perjanjian Kinerja KINERJA APLIKASI
Rencena Aks! Perangkat Dasrah | TAHUN 2022
s s
s Kindi e Wi Moo i
Capaan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
i
Capaian Kinerja Program
Capaian Kinera Kegiatan
Capaian Kineria Sub Kegiatan
Capaian Kinerja Langkah Aksi ~ CASCADING
Cascading TAHUN 2022 -
..... [ =t
==

1.2.3. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Menggambarkan Kebutuhan
Atas Kinerja Sebenarnya yang Perlu Dicapai

DINAS SOSIAL

@ sasaran Strategis RPIMD.

Meningkatnya kualitas dan taraf hidup « MENUJUKAN KINERJA STARTEGIS DAERAH
- ”‘js“'a:"" . ' (ULTIMATE OUTCOME)

Indikator Sasaran Strategis RPIMD:

(Persentase Penduduk Miskin * KINERJALINTAS BIDANG URUSAN

(persen)) * MENJAWAB ISU STRATEGIS DAERAH

@ Ssasaran Strategis Renstra: )
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan * MENUJUKAN KINERJA BIDANG URUSAN
Penduduk Miskin dan Rentan (lNTERMEDl ATE OUTCOME)
R e * CSF DARI ULTIMATE OUTCOME
(Indeks Kesejahteraan Sosial)
* MENJAWAB ISU STRATEGIS BIDANG URUSAN

& Pengampu:
Kepala DINAS SOSIAL

1.2.4.Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) Telah Jelas
Menggambarkan Kondisi Kinerja yang Akan Dicapai

DINAS PERINDUSTRIAN Meningkatnya perdagangan PDR8 Sektor
DAN PERDAGANGAN dalam negeri Perdagangan
* MENUJUKAN KINERJA BIDANG URUSAN
2 DINAS PERINDUSTRIAN Meningkatnya ekspor non Laju pertumbuhan (INTERMEDIATE OUTCOME)
DAN PERDAGANGAN migas Jawa Barat ekspor non migas « CSF DARI ULTIMATE OUTCOME
3 DINAS PERINDUSTRIAN meningkatnya pertumbuhan PDRE Industri Non * MENJAWAB ISU STRATEGIS BIDANG URUSAN

DAN PERDAGANGAN industri manufaktur di Jawa Migas
Barat
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1.2.5.Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Telah Memenuhi Kriteria
SMART

| Penilaian Jenijang Kinerja | | Rekap Hasil Penilaian Jeniang Kineria

1.2.6.Indikator kinerja utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja
utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan
(sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan

strategis).
o i s v o Contoh Salah
Vo | | gttt T o o TR Terjadi Perubahan dalam
1 Periode Perencanaan
- e N ) R e Strategis
Contoh Benar
e Sustainabli- Tidak sering
— T diganti dalam 1 Periode

Nilai Realisai | Triliun
trvestast | wis [ e | o7 [ 105 | e
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1.2.7. target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai
(achievable), menantang, dan realistis.

TABEL 4.2
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2018-2023

2019 2020 2021 2022 2023

MENINGKATKAN PROFESIONALISME, INTEGRITAS — |NDEKS SISTEM 350
DAN KESEJAHTERAAN APARATUR MERIT

Target dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

1.2.8. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan
yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang
akan dicapai di setiap level jabatan (cascading).

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

MEMILIKI KAUSALITAS

@ sasaran Strategis Renstra:

MEWUJUDKAN ASN YANG SASARAN STRATEGIS
PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, RENSTRA

@ Indiator strategis Renstra:
(INDEKS SISTEM MERIT)
& Pengampu:

M E M I Ll Kl KAU sALlTAS Kepala BADAN KEPFGAWAIAN DAERAH

MEMILIKI KAUSALITAS

SASARAN SUB KEGIATAN

avnel S2ae
SAPIK - DIAN
SUMAWAN

BB rnama Sub Kegiatan:
Penpetiotann Stetem
D rarersat Kopsaparraiarn
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1.2.9.Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang
hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).

Critical Success Factor I
Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Miskin
*  Program Bantuan Hibah Dana Pendidikan
QUTCOME: Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (Hibah
Meningkatnya Kualitas KETM) pada Dinas Pendidikan;
d'x:;:.f::;"p = Program ini mempertimbangkan kelompok
Dersertam Bendudok Mkl masyarakat rentan miskin agar tetap dapat
[ T T ] melanjutkan pendidikan dan tidak
» ) N | outus sekolah;
JSTRATEGE CSFl: [ G5z CSFI: [ CSF Iv: e . .
De:lngft:?n ﬂanthrn Mengurangi Baban " + Bantuan Hibah KETM telah diserahkan
endidikan untul Pe { Masyarak Ki d Me in Keberl: i
‘masyarakat miskin. O ki - l nm::::: lu;a';v::‘aka: L m:ﬁ? Vikra dan Kecil l kepada SMK/SMA/SLB swasta di Jawa Barat
Miskin untuk 3.861 siswa pada Tahun 2021.
KEBUAKAN
peningkatan bantuan
Pendidikan untuk
masyarakat miskin siswa
SMA/SMK/SLBKETM

@ Saseran Program:
Meningkatnya kualitas Pengelolaan
Pendidikan Jenjang SMA

@ Indikator Program:
(Nilai mutu pendidikan SMA | IKM)

B Nama Program:
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

* Program Santuan Hibh Dona Pendidiian
jarga Ekanomi Tidak Mampu (Hibah
KETM) pada Dinas Pendidikan;

1.2.10.Setiap Unit/Satuan Kerja Merumuskan dan Menetapkan
Perencanaan Kinerja.
CASCADING SEBAGAI LAMPIRAN

RPJMD/RENSTRA/ESAKIP HASIL
VALIDASI

1.2.11. Setiap Pegawai Merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja
CASCADING

1 Pusat Distribusl Regional
Pasar Letang

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERT

=

Pengampu: rengampu:
Tim Layanan Pangujian Bogor - ILHAM AMIRUL (  Tim Penataan. Pembinaan. dan Pengembangan )
aan Pasar Letang Momoditas - ANWAR KHOLIO

ER ama Sub Kegiatan: B Nama Sub Keglatan:
Pengembangan Layanan Pengujian Penataan. Pembinaan. dan Pengembangan
Panar tetang Komodites
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1.3. Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil yang
Berkesinambungan. (Pemanfaatan)
1.3.1. Anggaran yang Ditetapkan Telah Mengacu Pada Kinerja yang
Ingin Dicapai

PORB Industri Non  892.86  PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.989.002.891
Migas PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Urusan Pemerintsh Dagrah

PORBIndustri Non 89286 PROGRAM PERENCANAAN DAN Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Indus Rp 200.000.000
Migas PEMBANGUNAN INDUSTRI Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Peran Serts Masyarskat

PORBIndustri Non 89286  PROGRAM PENUNJANG URUSAN Administrasi Umum Perangkat Oaerah Penyediaan Komponen instalasi Lis gan Bang

Migas. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kantor

PORBIndustri Non 89286  PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah penyediaan Jasa . Pajak dan

Migas PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PORB Industri Non 89286 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Migas. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Pemerintahan Daerah

PORBIndustri Non 89286  PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Migas. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS! Pemerintahan Daersh

RKT

RKT

Sub Kegiatan

1.3.2. Aktivitas yang Dilaksanakan Telah Mendukung Kinerja yang
Ingin Dicapai

Indikator

%
Capaian

Program

Kegiatan

RENCANA AKSI

Sub Langkah
Kegiatan Aksi

Indikator
Kinerja

Realisasi Bulan Ke

58 DINAS Meningkatnya ~ PDRE Sektor ~ 100.06  PROGRAM Pembangunan  Pembinaan sentifikasi jumiah pasar a 0 [ ] ] [
PERINDUSTRIAN  perdagangan  Perdagangan PENINGKATAN  dan dan pasar rakyat yang
DAN dalam negerl SARANA Pengelolaan Pengendalian tersertifikasi
PERDAGANGAN DISTRIBUSI Pusat Distribusi  Pusat
PERDAGANGAN  Reglonal dan Distribusi
Pusat Distribusi  Regional dan
Provinsi serta  Pusat
Pasar Lelang Distribusi
Komoditas Provinsi

NZA VAV

1.3.3. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang dicapai
dengan baik atau setidaknya masih on the right track.

TABEL PERBANDINGAN REALISASIDENGAN TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capalan Tahun 2021

Sasaran

Indikator

Realisasi

“
Capalan

1 DINAS Meningkatnya PDRB Sektor 3249 325.084 100.06
PERINDUSTRIAN perdagangan dalam Perdagangan
DAN negeri
PERDAGANGAN

2 DINAS Meningkatnya ekspor Laju 288 157 54514
PERINDUSTRIAN non migas pertumbuban
DAN ekspor non
PERDAGANGAN migas

3 DINAS meningkatnya PDRB Ingustri 856.79 943.51 1032
PERINDUSTRIAN pertumbuhan industri Non Migas
DAN manutaktur

PERDAGANGAN
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1.3.4.Rencana Aksi Kinerja dapat Berjalan Dinamis Karena Capaian
Kinerja Selalu Dipantau Secara Berkala.

(" Notifikasi realisasi rencana

RENCANA AKSI ~ aksi ke Handphone JPT dan P
ASN Pengampu output dna

%
No | Satuan Kerja Sasaran Indikator | Capaian
Kinerja

Langkah | Indikator
Kegiatan Aksi Kinerja

58  DINAS Meningkatnya  PORBSektor 10006 PROGRAM Pembangunan jumiah pasar
PERINDUSTRIAN  perdagangan  Perdagangan PENINGKATAN  dan dan pasarrakyat  yang
DAN dalam negeri SARANA Pengeloiaan Pengendalian tersertiticasi A
PERDAGANGAN DISTRIBUSI Pusat Distribusi  Pusat

PERDAGANGAN  Regionaldan  Distribusi
Pusat Distribus! ~ Regional dan
Provinsiserta Pusat
Pasarlelang  Distribusi
Komoditas Provins

sertitiasi

IR

ok

1.3.5.Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan

kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja
sebelumnya.

Perbaikan cascading dan Informasi Before and

Identifikasi kinerja tidak tercapai ) Analisis penyebab kegagalan )  Dokumen Perencanaan =b After

3 Rekcmerdast Perbakan Kineiapods Cocadi 2022

1.3.6.Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan
kinerja dalam Mewujudkan Kondisi/Hasil yang lebih baik.

Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Dokumen Perencanaan ‘ After

2. Fakio ke g Mimpeduthn Kiar T X021 14 Tercaa. o
Penyebab Kegagatan P T v

3 Pekcemondad erbafan Kot 303 Cocadeg 2022

Identifikasi kinerja tidak tercapai ) Analisis penyebab kegagalan =




1.3.7.Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

1.3.8.Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen
dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

SAYAPAHAM o

NAMA:

ABDUL AZIZ Dg. MATANTU, S.IP, M.Si
JABATAN:

KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH -

BIRD DRGANISAS| SEKRETARIAT DAERAH

TUGAS
POKOK

yiapkan, mer
kebijakan dan  menyusun  pelaksanaan
program Reformasi Birokrasi pada instansi
pemerintah secara teratur dan sistematis,
termasuk  melakukan  pembinaan  dan
pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah dan Kab/Kota.

INstansi pemerintan secara terawr oan
sistematis, termasuk mengendalikan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan

s PEMERINTAH DAERAH
S PROVINSI SULAWESI TENGAH

o

| Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas tata kelola
Pemerintah Daerah (Indeks Reformasi Birokrasi)

E
E|
| B

| Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di Perangkat
Daerah. (Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai RB
minimal Baik)

KINERJA INDIVIDU:

. Terevieunya dokumen rencana aksi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah;

. Tersusunnya Rekomendasi perbaikan hasil
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

L. Terbinanya Pemerintah Daerah Kab/Kota dan

| Perangkat Daerah Provinsi atas pelaksanaan program

Reformasi Birokrasi

/*

KINERJA INDIVIDU:
\ . i nya Kualitas Per
‘ Daerah Provinsi
| - Meni nya Kualitas P ian, Evaluasi dan

Pelaporan Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan
| Daerah
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BAB III
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA

3.1. Jenis jenis Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri
dari pengukuran kinerja tahunan, triwulanan dan bulanan. Pengukuran
Kinerja adalah proses menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

3.1.1. Pengukuran Kinerja Tahunan secara Berjenjang

Pengukuran kinerja tahunan dilakukan secara berjenjang yaitu
pada kinerja sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan
sasaran sub kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan
pengukuran terhadap realisasi kinerja 7 informasi kinerja sasaran
strategis perangkat daerah. Pengukuran terhadap 7 informasi sasaran
strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 6. Data Pengelolaan Kinerja Sasaran Strategis

P1 P2 P3 P4 P5 P6 pP7
Peni | Peni Realisas Perba| Perin
Re Ca | ngk |ngka Target | j2022 | Rat | nding gkat Realisasi
Sasaran Target |alis |Capai Targe Reali| pai | atan |tan/| AKhIr|terhada| @ an | Pera| IKUPD | Target| (2022) | Capaian Nama Pagu Realisasi Selisih| Capaian | Efisiensi
Strategis/Indikator | Tahun |asi | an t | sasi |an / |Penu Renst p Rat |Realis| ngka| yang Terkait| (2022) Program Anggaran | Anggara | Anggaran
NO | Kinerja Utama 2022 Tah 202220212021 Tah| pen runa '@ | Target @ | asi | t n
un un | yru | n | (Tahu|Renstra)] Na | 2022 | Daer
202 202 | pan |Reali| 1 Tahun | Sio |dengal ah di
2 1 Capa | sasi 2023)| 9023 | nal n | Level
ian |2022 Rata-| Nasi
202 Rata | onal
2 Nasio
nal
% % Sumbe % % %
I
Renstr
a)
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28
1 5 | 6
Sasaran Strategis:
#DIV/0| #DIV/O
#D| #DI|0,00 69,6 0 73,
Iv/| Vv/0 , 09
1 o | 1 0 - #DIV/ #DIV
0 0! 0
#DIV/ #DIV/
0! O!
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Keterangan:
P1 adalah perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai/dievaluasi

P2 adalah perbandingan antara realiasasi tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan perbandingan capaian tahun yang dinilai dengan tahun
sebelumnya

P3 adalah perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

P4 adalah perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan capaian nasional

PS5 adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
P6 adalah program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

P7 adalah efisiensi penggunaan anggaran. Untuk efisiensi anggran dengan rumus target dikurangi realisasi dengan syarat capaian IKU 100%.
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Pengukuran kinerja secara berjenjang juga dilakukan melalui

Aplikasi SALIARA seperti gambar di bawah ini.

Pengukuran kinerja

tahunan melalui aplikasi SALIARA dilakukan terhadap sasaran strategis,

sasaran program,

sasaran kegiatan,

dan sasaran sub kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja
dengan target kinerja setiap tahun.
1. Jenjang Sasaran Strategis

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Sasaran
Strategis Perangkat Daerah

eSAKIP

tashboard
‘isl, Misi & Tujuan RPIMD

asaran Strategis RPIMD &
U Gubernur

inerja Cross-Cutting
rangkat Daerah

inerja Program

Inerja Kegiatan

inerja Sub Keglatan

inerja Langkah Aksi

encana Aksi Terintegrasi

amus Indikator

amus Indikator Fungsional

Nisplay Kinerja Makro

Nsplay Kinerja Mikro

apaian IKU

‘apor Kinerja

Tahun Kinerja: 2023

Dashboard > Sasaran Str

Filter Satuan Kerja
Pilih satuzn keqa
Filter Status validasi

Semua

!

INSPEKTORAT
DAERAH

2 DINASSOSIAL

3 DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL

Perangkat Daerah

Filter Sasaran Strategis

v Pilih sasaran strategis

Sasaran Strategis
RPJMD

20 - Terwujudnya inovasi 29 - indeks
tata kelola pemerintahan  Reformasi
yang smart. bersih dan Birokrasi
akuntabel (kategori)

2~ Meningkatnya kualitas
dan taraf hidup

3 - Parsentase
Penduduk Miskin

masyarakat (persen)
13 - Meningkatnya kualitas 17 - indeks
lingkungan hidup dan Kualitas
pengendalian dampak Lingkungan
perubahan iklim untuk Hidup (IKLH)
kesejahteraan masyarakat  (poin)

2. Jenjang Sasaran Program

Meningkatrya
akuntabilitas dan kinerja
Pemenntah Daerah

Meningkatnya Taraf
Kesejahteraan Penduduk
Miskin dan Rentan

Meningkatnya usaha
pertambangan yang tertib
administrasi dan teknis

Nilai evaluasi SAKIP
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

Indeks Kesejahteraan
Sosial

Persentase Usaha
Pertambangan yang tertib
administrasi dan teknis

Nitai

persen

Persen

Filter Indikator Sasaran Strategis

Pilih indikator sasaran strategis

201%: 100
2020: 100
2021: 100
2022:100
2023: 100

2012:39.01
2020:39.67
2021:39.01
2022:39.67
2023: 40.27

2019: 40
2020: 45
2021: 46
2022:47
2023: 48

2019: 100
2020: 100
2021: 100
2022:100
2023:0

201%: 3851
2020: 425
2021: 425
2022: 42.92
2023: -

2019 40.87
2020: 46.65
2021: 4833
2022:4833
2023: -

sibuieeied mm--

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja Program
Perangkat Daerah

Tahun Kinarja: 2023

PERENCANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH @

shboard

i, Misi & Tujuan RPIMD

iaran Strategis RPIMD &
1 Gubernur

erja Cross-Cutting

iaran Strategis
angkat Daerah

erja Keglatan

lerja Sub Kegiatan

lerja Langkah Aks|

acana Aksi Terintegrasi

mus Indikator

mus Indikator Fungsional

iplay Kinerja Makro

iplay Kinerja Mikro

oaian IKU

3

Filter Sasaran

Pilih sasaran

MEWUJUDKAN ASN YANG

PROFESIONAL
BERINTEGRITAS, NETRAL
DAN BERKINERJA TINGG!

2 MEWUJUDKAN ASN YANG

PROFESIONAL
BERINTEGRITAS. NETRAL
DAN BERKINERJA TINGG!

Fitter Indikator

v Filih indikator

XU lnd-lmov
Satuan

indeks  MENINGKATNYA KUALITAS PROGRAM

Sistem  PERENCANAAN, EVALUASI, PENUNJANG URUSAN

Merit PELAPORAN KINERJA DAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN SERTA PELAYANAN DAERAH PROVINS|
KEPEGAWAIAN DI LINGKUP BKD

indeks  DITERAPKANNYA SISTEM MERIT DI PROGRAM

Sistem  LINGKI N

Merit DAERAH PROVINS! DAERAH

NILAISAKIP  KATEGOR!
BKD

NILAY POINT
SISTEM

MERIT

Filter Pengampu

Pilih pengampu

Target | Realisasi

Kinerja

Jan 0
Fop:0
Mar: 0
Apr0
May: 0
Ju:©
Jut 0

Aug:0
Sep: 0
Oct:0
Nov:0
Dec A

Jan: 0
Feb:0
Mar: 0
Apr 0
May: 0
Jurc 0
)

Aug:0
Sep: 0

Jami -
Febx -
Mar: -
Apr -
May: -
Junc
Juk -

Aug: -
Sepi -
Oct: =
Nowv: «
Dec: -

Jan: -
Feb: -
Mar: «
Apri -
May: -

Juk .
Aug: -
Sep: -

»

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG
MUTASI DAN
PROMOSI
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>

3.
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Jenjang Sasaran Kegiatan

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja
Kegiatan Perangkat Daerah

eSAKIP = Tahun Kinerja: 2023 PERENCANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH @

ishboard

3, Mist & Tojuan RPIMD
Filter Sasaran Filter Indikator Filter Pengampu

saran Strategis RPJMD &

U Gubernur Pifih sasaran v Pilih indikator v Pilih pengampu v

1erja Cross-Cutting

Target | Realisasi
Kinerja | Kinerja Pengampu Alsi Seharusnya

saran Strategis No Program Sasaran Kegiatan ‘ Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan

rangkat Daerah
1 PROGRAM Meningkatnya kualitas Pengembangan Nilai Kriteria Pengembangan  Point Jan: 0 Jam: - KEPALA BIDANG (@) 2 (a)
nesja Progiam KEPEGAWAIAN pengembangan karier Kompetensi ASN Karir Fob: 0 Feb: - PENGEMBANGAN — —
z DAERAH ASN yang berdasarkan Mar: 0 Mar: « APARATUR
May: 0 May: -
2erja Sub Kegiatan Jun: 0 Jun: -
Jut:0 Jul+
nerja Langkah Aksi Aug:0 Augi -
Sep:0 Sep: -
ncana Aksi Terintegrasi Oct:0 Oct -
Nov: 0 Nov: =

mus Indikator Dec: 110 Dec:-

mus Indikator Fungsional 2 PROGRAM Meningkatnya kualitas Pengadaan Nilai Kriteria Perencanaan Point Jan:0 Jan: - KEPALA BIDANG ()(7)(s)
K kebutuhan dan Kebutuhan: Pengadaan: Feb: 0 Feb: - PENGADAAN, =
splay Kinerja Makro DAERAH ASN. perlindungan dan  Informasi Kepegawaian  Parlindungan dan Pelayanan Mar:0 Mar: - PEMBERHENTIAN DAN
pelayanan ASN ASN dan Sistem Informasi Apr: 0 Apr: - INFORMASI
Kepegawaian May: 0 May: « KEPEGAWAIAN
splay Kinerja Mikro 166 Karen
Juk @ Jul: -«
palan IKU Aug:0 P
Sep:0 Sep: - >
P -

Jenjang Sasaran Sub Kegiatan

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja Sub
Kegiatan Perangkat Daerah

eSAKIP Tahun Kinesja: 2023 PERENCANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH @

Dashboard > Kinerja Sub Kegiata
i Dashboard > Kinerja Sub Kegiatan
, Misi & Tujuan RPIMD --
4 Bport | + Tambah
aran Strategis RPIMD & Filter Sasaran Filter Indikator Filter Pengampu
Gubernur
Pilih sasaran v pilin Indikator v Pilih pengampu v

erja Cross-Cutting

|
aran Strategis Sasaran Sub Indikator Sub Target ‘ Realisasi
angkat Daerah Kegiatan Ki n ine: Kinerj;
1 ]

“m
(@)

erja Program
1 Motasi danPromosi  Terbangunnya Fitur Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  Jumiah Fitur Verval pada  Fitur Tim Pengembangan
ASN Veeval Paca Aplikas: £« Aplikas £-Pangkat Esakip - MUHAMAD
Keglat
S Kegitan Panglat FAUJI NUGRAHA
m 2 Pengembangan Tersusunnys kebijakan Koordinasi dan Kefjassma Jumiah kebijakan Agen Kepgub 1 0 Tim Agen Perubahan - ®) ( )
exfé Langkah Alst Kompetensi ASN 3gen perubanan Pelaksanaan Diklat Perubahan NUNIK YUSNITA = ~
KUSWARA
icana Aksi Terintegrasi
3 Pengembangan Terlatihnya JF Koordinasi dan Kerjasama Jumiah JF yang Terlatih Orang 50 0 Tim Koordinasi dan =)
nus Indikator Kompetensi ASN Pelaksanaan Diklat Jabatan Kerja Sama
Fungsional Pelaksanaan Dikiat
nus Indikator Fungsional Fungsional - ANDINA
RAHAYY
play Kinerja Makro .
4 Administrasi Terbangunnya Sistem Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Jumiah Fitur Sistem Fitur 1 1 Tim Cellasional - ) ?)
play Kinerja Mikro Keuangan Penatausahaan Keuangan Penatausahaan DENY KUSNIADI Z
Perangkat Daerah  Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Keuangan
aian IKU SKPD,
P 5 Administrasi Terbangunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Jumlah fitur Aplikasi Fitur 1 1 Tim FinDev - YUNI e)(7)(8)
Keuangan Penaembanaan Aokkasi  Keuanoan 1a0oran keuanaan PERTIWI ~ i

1.2. Pengukuran Kinerja Triwulanan

Pengukuran kinerja triwulanan menggunakan rapor kinerja.
RAPOR KINERJA merupakan Alat Ukur kinerja digital bagi
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah. Tujuan dari dibuatnya Rapor Kinerja yaitu untuk
membangun kultur kinerja baru dalam pengukuran kinerja yaitu
dengan menggunakan pendekatan hasil kerja dibanding
penyerapan.
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Rapor Kinerja memiliki karakter yang berbeda dengan
instrumen pengukuran yang lain. Rapor Kinerja mengukur secara
riil kinerja sebenarnya yang dihasilkan perangkat daerah. Rapor
Kinerja mengukur kinerja secara berkala yaitu triwulanan dan
tahunan. Level Kinerja yang diukur oleh Rapor Kinerja meliputi
kinerja output yang akan berkontribusi terhadap Immediate
Outcome, Intermediate Outcome, dan Ultimate Outcome. Output
merupakan Sasaran sub Kegiatan, Immediate Outcome merupakan
Sasaran Kegiatan, Intermediate Outcome merupakan Sasaran
program dan Ultimate Outcome merupakan Sasaran Strategis.

Rapor Kinerja berfungsi sebagai sistem perbaikan kinerja
Triwulanan. Perangkat daerah setiap Triwulan diukur sejauh mana
pencapaian output. Jika ditemukan ada Output yang tidak tercapai
di setiap Triwulan maka akan di diagnosa dan diarahkan untuk
diperbaiki kinerjanya pada Triwulan berikutnya.

Rapor Kinerja juga berfungsi sebagai bentuk reward and
punishment non finansial. Setiap Triwulan perangkat daerah
mendapatkan ranking. Ranking yang diberikan kepada perangkat
daerah dapat memicu perangkat daerah untuk berkinerja lebih baik
kedepannya.

Rapor Kinerja memastikan setiap pimpinan maupun ASN
untuk memantau secara langsung atas capaian kinerjanya. Capaian
Kinerja dinotifikasi oleh rapor kinerja ke JPT memastikan adanya
pemantauan kinerja oleh JPT. Berikut tampilan pada Aplikasi e-
SAKIP Sulawesi Tengah.

Gambar Diagram Rapor Kinerja Perangkat Daerah

eSAKIP = Tahon Kineda: 2023 PERENCANAAN BADAN XEPEGAWAIAN DAERAH @

RAPORT KINERJA Selamat Q

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH meraih Kinerja:

TERBAIK 12

DARI 46 PD DAN BIRO

Jumlah yang Tercapsi Jumish yang tidak Tercasal

48 o

Jumiah Anggaran Jumiah yang Terserap Jumiah yang tidak Tersersp.
Rp 16.088.498.138 Rp 11.744.237.462
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Gambar Ranking Rapor Kinerja Perangkat Daerah

eSAKIP Tahun Kinerja: 2023 Super Admin @

serja Cross-Cutting

g Rapor Kinerja
saran Strategls
rangkat Daerah

‘et Program

Triwulan
rerja Keglatan
\ *

serja Sub Kegiatan

serja Langkah Aksi

% Anggaran
nczna Aksi Terintegrasi Aigecan yaiig Ayt yorts foast
Satuan Kerja/Biro ; digunakan tidak digunakan digunakan
mus Indikator
1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 100 931 Rp 5.827.126293 Rp 5.284.836.419 Ap 542.200.474 9069
mus Indikator Fungsional PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA
splay Kinerja Makro
2 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 100 795 Rp 21.609.733.747 Rp 19.892.832.822 Rp 1.716.899.914 9205 795
+play Kinerja Mikro ASET DAERAH
palan IKU 3 BADAN PENELITIAN DAN 100 739 Rp 3.901.696.585 Rp 3.613335.550 Rp 288.361.035 9261 739
PENGEMBANGAN DAERAH
por Kinerja v
4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 100 328 Rp 20.527.636.772 Ro 28558492212 Rp 969.144.560 96.72 328 1
sgram Rapor Kinerja PERDAGANGAN
ta Rapor Kinerja 5 DADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN 100 257 Rp 10048214356 | Rp 9790262511 Rp 257971045 9743 257
DAERAH

nking Raport Kinesja
_ s DINAS KEPENOUDUKAN DAN 100 oz4 Rp 2982012480 | Rp2956834779 Rp 25172701 9916 o0Be

2 PENCATATAN SIPIL
ai Jenjang Kinerja

Adapun langkah-langkah pengukuran kinerja melalui rapor
kinerja pada aplikasi e-SAKIP Sulawesi Tengah oleh masing-masing
perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Login melalui alamat https://kinerja.sultengprov.go.id/login
atau alamat link penggantinya

Berikut tampilan saat login, masukan username dan
password dan pilih tahun kinerja yang akan dilakukan input.

eSakip 2023~ Gubernur = Kinerja Perangkat Daerah = Arsitektu Arsitektur

Log In

Usermame perencanaan_bkd

Password

2. Masuk ke menu Kinerja Sub Kegiatan

eSAKIP Tahun Kinerja: 2023 PERENCANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH @

si, Misi & Tujuan RPIMD

isaran Strategis RPJMD &
U Gubernur
Filter Sasaran Filter Indikator Filter Pengampu
1saran Strategis
wrangkat Daerah Pilih sasaran v Piih indikator v Pilih pengampu v

netja Program

Sasaran Sub Indikator Sub Torget | Realisasi =
Desa Keglatan Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan Kegiatan Satuan | Kinerja | Kinerja Pengampu Aksi Seharusnya
1 1 0 o) (7

m Mutasi dan Promosi  Terbangunnya Fitur Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  Jumiah Fitur Verval pada  Fitur

Tim Pengembangan

ASN Verval Pada Aplikasi €- Aplikasi E-Pangkat Esakip - MUHAMAD =
nerja Langkah Akst Pangkat FAUJ NUGRAHA .
sncana Aksi Terintegrasi = =
2 Pengembangan Tersusunnya kebijakan  Koordinasi dan Kerjasama jumlah kebijakan Agen  Kepgub 1 0 Tim Agen Persbahan- (@) (4 (B
Kompetensi ASN agen perubshan Pelaksanasn Dikist Perubahan NUNIK YUSNITA —
imus Indikator KUSWARA
imus Indikator Fungsional = =
3 Pengembangan Teciatinya IF Koordinasi dan Kerasama Jumiah JE yang Terlath  Orang 50 ° Tim Koordinasi dan o) @) (e
splay Kinerja Makro Kempetensi ASN Pelsksanasn Diklat Jsbatan Ketja Sama - —~
Fungsional Petsksanaan Diklat
splay Kinerja Mikro Fungsional - ANDINA
RARAYY
ipaian IKU = -
4 Administrasi Terbangunnys Sistem Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Jumiah Fitur Sistem Fitur 1 1 Tim Cellzsional - = (e
b5 Keuangan Penstausahaan Keuangan Penstausahaan DENY KUSNIADI
ks Perangkat Dsersh Keusngan Bulanan/Triwulansn/Semesteran Keusngan
SKPD
1por Kinerja
P po— Tobirsjirin Koonfineel 06 Pepyisinan Liporin. | Jomish Stir Apliasl | Powe 1 ) T FinDev - YUNI A0

g Kevanoan Penaembanasn Aolikasi  Keuanoan avoran keuanoan PERTIWI
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3.1.3. Pengukuran Kinerja Bulanan

Pengukuran kinerja bulanan dilakukan terhadap sasaran strategis,
sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran sub kegiatan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja
dengan target kinerja setiap bulan.

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Bulanan Perangkat

Daerah

Target Realisasi
Program Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja Kinerja

1 BADAN
PENDAPATAN
DAERAH

2 BADAN
PENDAPATAN
DAERAH

\-234

Meningkatnya Kualitas Persentase Pemenuhan Dokumen

Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana
Perlengkapan, Kepegawaian Layanan Samsat

dan Kehumasan

Meningkatnya Kualitas - Persentase Kebutuhan %
Pelayanan Umum, Layanan Jasa Kantor

Perlengkapan, Kepegawaian
dan Kehumasan

Jan: 1
Feb: 1
Mar: 1
Apr:1
May: 1
Jun: 1
Juk: 1

Aug: 1
Sep: 1
Oct:1
Nov: 1
Dec: 1

Jan: 100
Feb: 100
Mar: 100
Apr: 100
May: 100
Jun: 100
Jul: 100

Aug: 100
Sep: 100

Jan: -
Feb: -

Mar: -
Apr: -
May: -

KEPALA UPTD PUSAT )
PENGELOLAAN ‘\/
PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN
KUNINGAN

Jun: -

Jul: -

Aug: -

Sep: -
Oct: -
Nov: -
Dec: -

Jan: -
Feb: -
Mar: -
Apr: -
May: -

KEPALA UPTD PUSAT @ °
PENGELOLAAN =
PENDAPATAN DAERAH

WILAYAH KABUPATEN
KUNINGAN

Jun: -

Jul: -

Aug: -
Sep: -

Pengukuran kinerja bulanan dilakukan terhadap rencana aksi

Karena Rencana aksi disusun melalui mekanisme interoperobilitas
aplikasi K-MOB dengan aplikasi SALIARA (e-SAKIP) yaitu menyusun
langkah aksi untuk setiap output dengan cara menarik data IKI bulanan
setiap ASN pada SKP, maka pengukuran kinerja rencana aksi
menggunakan mekanisme yang sama.

PENERAPAN RENCANA MSI TERINTEGRASI IKI BULANAN SKP

Realisasi Rencana Aksi

Inisiatif Strategis 2

Laporan IKI Bulanan Individu

IKI Bulanan salah seorang PNS pada aplikasi

K-Mob ditransfer otomatis ke Rencana Aksi

pada e sakip
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3.2. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

3.2.1. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja eSakip

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja berbasis pohon kinerja meliputi:

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBAG BIRO BIA DAN
ey AKTIVITAS PELAKSANA PERENCANAAN | sEXRETARISPD | *EF mwxnwcm BPKAD BIRO ORGANISASI | KELENGKAPAN (‘mm ouTpuT KET
DAN PELAPORAN
INPUT DATA RELAISASI CAPAIAN KINERIA
SASARAN STRATEGIS, SASARAN ' i
L | PROGRAM, SASARAN  KEGIATAN,

dokumen DOKUMEN

SASARAN SUB KEGIATAN, DAN LANGKAH
AXSI PADA APLIKASI ESAKIP

S| VERIKASI DAIA RELASAS CAPAAN

KINERJA PADA APLIKASI ESAKIP O dokumen DOKUMEN
5 | vERvIKaS! ReLasas) KELaNGAN PADA | O

APUKASI ESAKIP gokumen DOKUMEN

DISPLAY DAN NOTIFIKAS! RAPORT
4 KINERIA  DAN  DISPLAY  CAPAIAN (:} g DISPLAY PADA

APLIKASI ESAKIP
KEUANGAN PADA APLIKASI TRK

1. Input data realisasi capaian kinerja sasaran strategis, sasaran
program, sasaran kegiatan, sasaran sub kegiatan, dan langkah aksi
pada aplikasi esakip

2. Verifikasi data realisasi capaian kinerja pada aplikasi esakip

3. Verifikasi realisasi keuangan pada aplikasi esakip

4. Display dan notifikasi raport kinerja dan display capaian keuangan pada aplikasi
KMOB

3.3. Eviden Penilaian Pengukuran
Kinerja Standar Evidence Pengukuran
Kinerja
2.1. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan (pemenuhan)

2.1.1.Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pegumpulan
Data Kinerja.
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2.1.2.Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara
mengukur indikator kinerja.

F » Persentase Penduduk Miskin ‘
* RPJMD AWAL Pembahasan RPIMD
» 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
6,07-6,31 548-5,72 4,89-5,13 430-454 813-812 802-799 7.91-7,88 e 7l "t Ver3Desember
813-812 7,77-7,75 7,67-7,64 754750  Target perubahan
e penduduk miskin o L Sumber Data Metode Penentuan Proyeksi
yang berada di bawah garis z”']
kemiskinan. Headcount Index Badan Pusat Penduduk miskin dihitung menggunakan regresi sederhana
secara sederhana mengukur Statistik (BPS). antara variasi PDRB perkapita dan TPT
proporsi yang di Dihasilkan dari
miskin. Angka yang ditunjukkan Survey Sosial St
oleh HCI-PO menunjukkan Ekonamt Nagxial Realisasi
proporsi penduduk miskin di e s e
e s TR e (SUSENAS) T el
penduduk miskin yang tinggi s s penduduk Miskin 253 895 871 745 691
menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan di suatu wilayah juga
tinggi.
Proses Perubahan Proyeksi

Dibahas dengan Tim Kerangka makro ekonomi daerah provinsi Jawa Barat bersama Bappenas pada tanggal 26-28 November tahun 2020.

s . ...~} <
2.1.3.Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data
kinerja yang dapat diandalkan.
SOP PENGUMPULAN DATA REALISASIKINERJA
D L Y S e e e L]
= e ———— O
| | SN~ PEMERONT AN DALRAN PROVING] - ———— el -~ s | e || o |
SORETARIAT DAL |
0 i g Wty et Voe p—— :nl.., v —— 0
SEXRETARIAT 0/ — Q —— b e
Plomee | | 4 % | PTG b ] P
s v —= < — v
| (i B SN D o -
A 19 Y 4 iy S
P et Fm s B v T ey L e stadin (s S feem———
T Tw—— —Op T vy La e v | ————
B L e e e {
| A i Pt Gt P Snarin S N Can S A e S Y- M = v AIIANE
e ey ——— "
N P St Jmen g s B e %! Wy 0 L v, Peyanen a0 Pramis imety —" — -
| » e S g — ey e J"‘- Py
B g b P 4wy N P g s W g Lt .
T S8 W g s Cw ey — S C——— ) S——— " . - > v > - -
it B e b P ot e L Y. P " eveen
N i e e 800 St § s P e, S wd Petr s hh s V- e ) ! < > ' -
T ] |t
R . S s g B . S —— -
- ——— -
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2.2, Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan
Kinerja Secara Efektif Dan Efisien Dan Telah Dilakukan Secara
Berjenjang Dan Berkelanjutan. (Kualitas)

2.2.1.Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision
maker) dalam mengukur capaian kinerja

REALISASISASARAN SUB KEGIATAN . S Ne
Notifikasi realisasi rencana

ke JPT

Selain eviden diatas, bisa juga menggunakan notulen pembahasan
pimpinan tentang pengukuran kinerja

NOTULENSI EVALUASI CAPAIAN KINERJA S.D BULAN MEI TAHUN 2023
Selasa, 13 juni 2023

1. BIDANG ILMATE

e Subkegiatan perencanaan output sebanyak 2 dokumen (rekomendasi RPI Kota Cirebon
dan Kabupaten Bogor)

e Subkegiatan percepatan, pengembangan dan penyebaran perwilayahan industri deviasi
7,17 (kuning) dan output sebanyak 6 dokumen (Laporan Sosialisasi industri hijau,
sosialisasi vokasi industri, kajian rantai pasok industri, kajian pemetaan kebutuhan tenaga
kerja industri,, kajian pengembangan industri baru, kajian pengembangan industri HALAL)

e Subkegiatan evaluasi rencana pembangunan industri belum ada output karena masih
dalam proses evaluasi RPIP yang direncanakan selesai dibulan September

e Indikator kinerja program dengan capaian 33 industri baru
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2.2.2.Data Kinerja yang Dikumpulkan Telah Relevan Untuk
Mengukur Capaian Kinerja Yang Diharapkan.

TABEL PERBANDINGAN REALISASIDENGAN
TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capaian Tahun 2022 BERITA
STATISTIK

Sasaran Indikator Target | Realisasi % N 310832/ 0. M 3032
Capaian

2 Meningkatnya Persentase
kualitas dan taraf  Penduduk
hidup masyarakat  Miskin

(persen)

an

767 8.06 94.92
Tingkat 10,16 8.35 <_nn_ﬁ Keadaan
Penaanaauran Ketenagakeriaan

2.2.3.Data Kinerja yang Dikumpulkan Telah Mendukung Capaian Kinerja
yang Diharapkan.
Perbaikan cascading dan Informasi Before and

Identifikasi kinerja tidak tercapai mp Analisis -» = After kebijakan u::l:em:mm?:‘nxu

Capaian Tahun 2022

Sasaran Program Indikator Kinedja

arget  Realisasi

10 |Meningkatnyarehabilitasi sosial  |Persentase PPKS
dasar dalam panti yang tertangani 100 100 | 108,19
didalam panti

2.2.4.Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan Secara Berkala

REALISASAI SASARAN PROGRAM, PENGUKURAN KINERJA BERKALA TRIWULANAN
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BULANAN




- 56 -

2.2.5.Setiap Level Organisasi Melakukan Pemantauan Atas
Pengukuran Capaian Kinerja Unit Dibawahnya Secara Berjenjang.

Selain eviden diatas, bisa juga menggunakan notulen pembahasan
pimpinan tentang pengukuran kinerja.

Notulensi Evaluasi Capaian Kinerja S.D Bulan Maret tahun 2024
Rabu, 14 Maret 2023

» Subkegiatan output sebanyak 21 dokumen (rekomendasi stu sulten)
» Subkegiatan_evaluasi rencana, untuk outputnya masih kosong karena
masih dalam proses evalubsi oleh tim

2.2.6.Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi
informasi (aplikasi).

2.2.7.Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi
informasi (aplikasi).

o

-
DENONEEEEEED= o o o]

[
B1 Kamus Indikatar budaya lokal berkualitas (akuntabel, inovatit, efisien,

an transparan)
A) Kamus Indikatar Fungsiona

@ Display Kinerja Makro >

erja Mikro

Capaian IKU

Indeks pembangunan kebudayaan

Pk

Nilai SAKIP
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2.3. Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward
dan Punishment, Serta Penyesuaian Strategi dalam Mencapai Kinerja
yang Efektif dan Efisien. (Pemanfaatan)

2.3.1.Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

REWARD AND PUNISMENT

KINERJA ORGANISASI DAN INDIVIDU SUDAH TERUKUR SETIAP BULAN &
TRIWULAN DENGAN MEMANFAATKAN APLIKASI YANG TERINTEGRASI ANTARA
ARSITEXTUR KINERJA PADA E SAKIP DENGAN TRK DAN SIM TUNJANGAN.
PENGUKURAN KINERJA TERSEBUT DISERTAI DENGAN PEMBERIAN REWARD &
PUNISHMENT SECARA FINANSIAL DAN NON FINANSIAL

KINERJA PERANGKAT DAERAH SETIAP TRIWULAN PADA FITUR RAPORT KINERJA

MORE OUTPUT LES INPUT DALAM APLIXASE E SAKIP. REWARD FINANSIAL
DIBERIKAN MELALUI :
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA SESUAI NILAI KINERJA HASIL REVIEW
KINERJA INDIVIDU SETIAP BULAN.
EMPLOYEE OF THE MONTH BAGI PNS DENGAN KINERJA TERBAIK DIANTARA
YANG TERBAIK SETAP BULAN

2.3.2. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam
penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun
fungsional.

PENGUKURAN KINERJA TELAH MENJADI DASAR
DALAM PENEMPATAN/PENGHAPUSAN JABATAN

m REVIEW STRUKTUR OPD BERDASARKAN ARSITEKTUR KINERJA
PROGRES PE AAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN ARSITEKTUR KINERJA

PENYAMPAIAN USULAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2022
(RAPERDA PENATAAN PD)

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RAPERDA PENATAAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH
PEMBAHASAN RAPERDA
)) PENATAAN PERANGKAT DAERAH

BERSAMA DPRD

SELESAI PADA OKTOBER 2021

PENETAPAN DPRD TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN

OKTOBER - DESEMBER 2022

PERATURAN DAERAH TAHUN 2022
(RAPERDA PENATAAN PD)

- ————

29 NOVEMBER 2021
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2.3.3.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian

2.3.

(refocusing) organisasi.

m REVIEW STRUKTUR OPD BERDASARKAN ARSITEKTUR KINERJA
PROGRES PENATAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN ARSITEKTUR KINERJA

PENYAMPAIAN USULAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2022
(RAPERDA PENATAAN PD)

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RAPERDA PENATAAN TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH
PEMBAHASAN RAPERDA
)) PENATAAN PERANGKAT DAERAH

BERSAMA DPRD

SELESAI PADA OKTOBER 2021 26 OKTOBER 2021
¥

PENETAPAN DPRD TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2022
(RAPERDA PENATAAN PD)

OKTOBER - DESEMBER 2022

4.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi
dalam Mencapai Kinerja.

o ' B Perbaikan cascading dan Informasi Before and
|dentifikasi kinerja tidak tercapai M Analisis penyebab kegagalan B Dokumen Perencanaan » Afterstrateg
— :p:::ﬂ:q:l:mﬂumwmm'«m ‘ m::;.mm g:‘g'
[ — m R ) STRATEGI ) ilmo'tTElGI
1. o i g 5k e o cofg an 8021 :. . g.:;w:—“:.:: socal intuk masyarakat Pendidikan ntuk
. :...‘. = i ik, masyarakat miskin,
g =
' - - o =y
l! frittieey :
. . 3. Retemencas Pstshan e s cadig 2022 i v,
2u
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2.3.5.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan
dalam Mencapai Kinerja

L . B Perbaikan cascading dan Informasi Before and
|dentifikasi kinerja tidak tercapai m Analisis penyebab kegagalan B  Dokumen Perencanaan »

After Kebijakan
P ——————— T
— o . e
R . = e STRATEGH
- f e peningkatan bantuan
. Moo g ik o b 01 it socialuntuk masyarskat Pendiri:;nn;?
= = iskin. masyarakat miskin,
i ity P miskin.
..... = =) : esunow
g i pepmimen |} KEBUAKAN peningkatan bantuan
ot gk ORI,
—— = I~ Sosial untuk masyarakat masyarakat miskin siswa
miskin wilayah bencana SMA/SMK/SLB KETM

1 ekcosd o s Cocabeg N2

2.3.6.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas
dalam mencapai kinerja.

L ) » Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Identifikasi kinerja tidak tercapai 8 Analisis penyebab kegagalan ®)  Dokumen Perencanaan = After aktivitas

omysbab agagatan

= == -

PekemarctosPecbakan Enors pads Cascadn 2011
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2.3.7.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran
dalam mencapai kinerja.

L ) . Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Identifikasi kinerja tidak tercapai m Analisis penyebab kegagalan ®)  Dokumen Perencanaan =

After anggaran
R S
SrmaPwbrtaniiels Penyebab Kegagalan
Dinas Sosial Previngi Jaws Barat
. - .

2.3.8.Terdapat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dala Mencapai Kinerja

TABEL KINERJA DAN EFISIENSI ANGGARAN

Anggaran
* St % Capaian
Sasaran Indikator Target | Realisasi > i p.'
Kinerja % Penyerapan S
Target Realisasi Efisiensi
Anggaran

T T I L L (  PorL e T

MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS,

INDEKS SISTEM 3755 3755 Rp 39.808.179.666  Rp 39.079.255.981 98.169 Rp 728.923.685
NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI MERIT
2 MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, INDEKS SISTEM 3755 3755 100 Rp 20.265.838.515  Rp 19.652.589.878 96.974 Rp 613.248.637
NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI MERIT

‘>
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REALISASISASARAN SUB KEGIATAN

Notifikasi realisasi rencana
aksi ke Handphone JPT

%
Sasaran Sub Sub —

Indikator | Capaian
il il Kegiatan | Kegiatan

8 9
W BADAN MEWUJUDKAN  INDEKS 042 PROGRAM Pengadaan, Terbangunnya Pengelolaan Jumiah aplikasi 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1

KEPEGAWAIAN  ASN YANG SISTEM KEPEGAWAIAN  Pemberhentian  Sistem Informasi ~ Sistem yang terintegrasi

DAERAH PROFESIONAL,  MERT DAERAH daninformasi  Kepegawaian Informasi dengan Sistem
BERINTEGRITAS, Kepegawaian  yangberbasis  Kepegawaian  Layanan
NETRAL DAN ASN online dan Kepegawaian
BERKINERJA terintegrasi BKN ok
TINGG!

Keterangan : Evaluasi Kinerja PD/Unit yang melibatkan seluruh personil

2.3.9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil
pengukuran kinerja.

Notifikasi realisasi rencana ke

2.3.10. Setiap pegawai memahami dan ¢ engukuran kinerja.

REALISASISASARAN SUB KEGIATAN News

Notifikasi realisasi rencana
ke JPT

%

Mdkstor | Consien | Program’ | Kegaten| | SORSW o

Kegiatan Kegiatan

Kinerja

8 9
W BADAN MEWUJUDKAN  INDEKS 1042 PROGRAM Pengadsan,  Tebanguaya  Pergelolaan  Jumiah apikast 8 (0 |0 /o 2 [0 |9 [6 |0 |4
KEPEGAWAIN  ASN YANG SISTEM KEPEGAWAIAN  Pemberhentian ~ SistemInformasi ~ Sistem yang terintegras
DAERAH PROFESIONAL,  MERTT DAERAH daninformasi  Kepegawaian Informasi dengan Sistem
BERINTEGRITAS, Kepegawaian  yangberbasis  Kepegawaian  Layanan
NETRAL DAN ASN onine dan Kepegamaian
BERKINERJA terintegrasi BKN

ok

TINGG!
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BAB IV
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Tujuh Informasi/Analisis Kinerja pada LKIP

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan

berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya
kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus menyajikan

narasi dan infografis terkait 7 informasi capaian kinerja yaitu sebagai
berikut:

1.

P1 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi
dengan target tahun yang dinilai/dievaluasi

. P2 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realiasasi

tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan perbandingan
capaian tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya

. P3 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi

tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

. P4 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi

tahun yang dinilai dengan capaian nasional

. PS5 adalah informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan. Informasi faktor penyebab
kegagalan dapat merefer ke critical success factor pada cascading yaitu
sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan.

. P6 adalah informasi/analisis tentang program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja

. P7 adalah informasi/analisis tentang atas efektivitas dan efisiensi

penggunaan sumber daya. Untuk efisiensi anggran dengan rumus
target dikurangi realisasi dengan syarat capaian IKU 100%.
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Contoh penyajian 7 informasi/analisis adalah sebagai berikut :

Ilustrasi Provinsi ABC

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan kinerja perindustrian di
Provinsi ABC sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi ABC Tahun 2021 — 2026. Sasaran Strategis ini
diukur oleh Indikator PDRB Industri Non Migas. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut :

tPorbondingun dengan tahun |

sobelumnya: ) a]

Realisasi 2021  Peningkatan Realisast:
Rpo21rg T Rp o 1

Capalan 2021:  Peningkatan Capalan:
1236 % 7285

Copolon Tohun 2022 ‘
119,45% \

Target Roalisas) ® Perbandingan dengan targot Contoh
Rp.85679 T Rp 102347 \ tnkhir RENSTRA:  + N envaiian
Target2023:  Capaian Thd RENSTRA : == penyaj
RpDY2,00 T 1402 % infograﬁs
PDRB INDUSTRI NON MIGAS
PROGRAM: PROGRAM: ity

Pengelolaan Sistem
Informasi Industri
Nasional

Poroncanasn dan Pergendalan Lan Usada
Prenbangunan Indusin Indtri

Sumber : BPS Provinsi ABC dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kinerja sektor Perindustrian Provinsi ABC pada Tahun 2022 mengalami
pertumbuhan dibandingkan Tahun 2021, Hal tersebut terlihat dari

realisasi Indikator Kinerja PDRB Indistri Non Migas Tahun 2022 sebesar —

Rp 1023,4 T dan target sebesar Rp 856,79 T sehingga capaian Kinerja
sebesar 119,45 persen atau kategori “ sangat tinggi”.

Capaian PDRB Industri Non Migas mengalami peningkatan sebesar |
7,28 persen yaitu dari capaian Tahun 2021 yang sebesar 112,16 persen

menjadi 119,45 persen pada Tahun 2022. Dilihat dari perbandingan —

realisasi mengalami peningkatan sebesar RP 99,61 T yaitu dari capaian
Tahun 2021 yang sebesar Rp.923,79 T menjadi Rp.1023,4 T pada Tahun
2022 —
Dilihat dari perspektif taget akhir rencana strategis (RENSTRA) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, Realisasi PDRB Industri
Non migas di Provinsi ABC sebesar Rp.1,023,4 T dari target sebesar
Rp.892,86 T , dengan capaian kinerja sebesar 114,62 persen.
Before SISTEM EVALUASI JENJANG KINERJA Rekomendasi Perbaikam

|
KU KEPALA PERANGKAT DAFRAH | T
' .
1 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | =~ . oo e 00004 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangal

| |

| |

| |

| |

| |

: 2 PDRB Industri Non Migas ) : ))) | ©2  PDRB Industri Non Migas
|

[ : [

| |

ciocumscreie

3 Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas :

st e I b e e e e e

& “ Sudah Berorientasi Hasil” )

P1

P2

P3

-

|

|
—

|

|

P4

Tahun 2022 apabila Provinsi ABC dibandingkan dengan Provinsi di
Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan DKIJ akarta,/
maka Provinsi ABC menempati posisi pertama, dengan nilai PRDB
Industri non migas sebesar Rp.1,023,4 Triliun kemudian diikuti
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Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Sedangkan Kontribusi PDRB Non Migas terhadap PDP Industri Non
Migas Nasional. Provinsi ABC menempati Posisi Pertama, dengan
kontribusi PDRB Industri Non migas terhadap PDP Industri Non Migas
sebesar 28,49 persen, kemudian diikuti Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Jawa Tengah dan DKI Jakarta untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar 3.2 sebagai berikut :

PDRB INDUSTRI NON MIGAS TIAP DAN PDRB NON MIGAS
TIAP PROVINSI TERHADAP PDB INDUSTRI NON MIGAS NASIONAL TAHUN 2022

—— ] . INDONESIA
- ‘ ‘IV» Av\ ; ‘ }“ R.B.WIT‘

ATENCA ! JAWATIMUR

Gambar 3.2 PDRB Industri Non Migas Tiap Provinsi dan Kontribusi PDRB Industri Non
Migas Tiap Provinsi Terhadap PDB Provinsi Non Migas Nasional Tahun 2022

Tahun 2022, apabila Provinsi ABC dibandingkan dengan Nasional,

maka Provinsi ABC menempati posisi pertama, dengan nilai PDRB

Industri Non Migas sebesar Rp.1,023,4 Triliun kemudian diikuti

P4

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta dan

Provinsi lainnya.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3

PDRB Industri Pengolahan (Triliun Rupiah)
Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2022

toma arot

Gambar 3.3 PORS Industs Non Mgas Tiap Provine @ Indones
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sebagai berikut :

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapain PDRB Industri Nom
Migas di Provinsi ABC yaitu dengan meningkatnya pengendalian izin
usaha industri. Hal ini ditandai dengan Persentase izin usaha Industri

( IUI ) besar yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil
pemantauan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait yang realisasinya
sebesar 2,22 persen kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya
penyelesaian verifikasi teknis tepat waktu, yang realisasinya sebesar
100 persen. Adapun upaya — upaya yang dilakukan untuk mencapai
kondisi di atas adalah terwujudnya persamaan persepsi terkait
verifikasi teknis berbasis resiko dengan Kabupaten/Kota sebanyak 1
Laporan.Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terkait SIINas |
sebanyak 3 Laporan. Verifikasi teknis berita acara izin usaha Industri
(IUI), izin perluasan Usaha Industri (IPUI) izin usaha kawasan Industri
(IUKI), izin perluasan Industri (IPKI) sebanyak 145 pelaku usaha,
meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terkait perizinan berbasis’
rasio sebanyak 4 video publikasi terkait perizinan berbasis resiko.

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB
industri non migas yaitu meningkatnya kualitas pelayanan industri
kecil menengah pangan olahan dan kemasan. Hal ini ditandai dengan
pertumbuhan jumlah industri sebanyak 50 unit usaha. Kondisi tersebut
didorong oleh meningkatnya penyusunan, penerapan dan Evaluasi
Rencana pembangunan industri di Provinsi ABC pada UPTD industri
pangan olahan kemasan yang realisasinya sebesar 100 persen. Adapun
upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi di atas adalah
terfasilitasinya cetak kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 260 pelaku
usaha, terfasilitasinya dummy lebel kemasan bagi pelaku usaha
sebanyak 125 pelaku usaha, terlayaninya desain kemasan bagi pelaku
usaha sebanyak 180 pelaku usaha.

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB
industri non migas yaitu meningkatnya kualitas pelayanan industri
kecil menengah logam. Hal di tandai dengan pertumbuhan jumlah
industri sebanyak 50 unit usaha. Kondisi tersebut di dorong oleh
meningkatnya penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana
pembangunan industri provinsi pada UPT Industri Logam, yang
realisasinya sebesar 100 persen.

Adapun upaya — upaya yang di lakukan untuk mencapai kondisi di
atas adalah terselenggaranya koordinasi, singkronisasi, dan
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 1 dokumen
sistem mutu pada UPTD industri logam, terselenggaranya koordinasi,
sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta
masyarakat UPTD Industri Logam sebanyak 20 pelaku usaha. _

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRBH
industri Non Migas yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan
pembangunan industri Provinsi ABC. Hal ini di tandai dengan
pertambahan jumlah industri sebanyak 100 unit usaha. Kondisi
tersebut di dorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan industri di Provinsi ABC yang realisasinya sebesar 100
persen. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi
diatas terfasilitasinya pengurusan sertifikat halal bagi IKM sebanyak
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175 fasilitasi sertifikat halal, tersedianya kajian pengembangan sentra
industri hasil tembakau Provinsi ABC sebanyak 7 dokumen kajian,
terpublikasikannya kawasan industri di Provinsi ABC sebanyak 2 video
publikasi kawasan industri. Terlatihnya pelaku usaha Pengelasan
sebanyak 40 Pelaku wusaha. Pelaku usaha yang mendapatkan
pemahaman terkait akun SIINas sebanyak 60 pelaku usaha yang belum
memiliki akun SIINas, tersedianya data industri Logam Mesin Alat
Transportasi dan Elektronika sebanyak 2 dokumen data industri ilmate,
tersosialisasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
sebanyak 30 peserta dari 13 Kabupaten/Kota, tersedianya dokumen
perbandingan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Provinsi ABC
Sebanyak 2 Dokumen. Pelaku usaha Yang mendapatkan Sertifikat halal
dan HKI sebanyak 155 pelaku usaha.

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB
Non Migas yaitu meningkatnya pengelolahan sistem informasi Industri
Nasional. Hal ini di tandai dengan persentase Perusahaan Industri besar
dan Perusahaan kawasan Industri lintas Kabupaten/Kota yang masuk
dalam SIINas sebesar 97,79 persen. Kondisi tersebut di dorong oleh
meningkatnya ketersediaan data dan informasi Industri nasional (
SIINas ) sebesar 100 persen, terpantau terevaluasinya kepatuhan
Perusaan Industri dan Kawasan Industri lingkup Provinsi dalam
menyampaikan data ke SIINas sebanyak 61 Laporan pemantauan dan
evaluasi Perusaahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
menyampaikan laporan ke SlINas.

Terfasilitasinya pengumpulan, pengolahan dan analisis data
Industri, data kawasan Industri serta data lain lingkup Provinsi melalui
sistem informasi Industri Nasional (SIINas).

Program-Program yang mendukung pencapaian PDRB Industri Nen
Migas Provinsi ABC diantaranya Prgram perencanaan dan
Pembangunan Industri, Program pengendalian izin usaha Industri, dan
pengelolaan sistem informasi Industri Nasional. Efesiensi Indikator
Kinerja Utama ( IKU ) diatas mencapai 2,70 % atau setara dengan

P5

P6
dan
P7

Rp.230,275,608. —

4.2, Sistematika LKIP

7 informasi LKIP diatas dituangkan kedalam bab III LKIP yang

sistematikanya sebagai berikut :
I. Bab I Pendahuluan

1.1. Struktur Organisasi berbasis cascading dan proses bisnis

1.2. Tugas dan Fungsi

1.3. Isu Strategis & Permasalahan Utama

1.4. SDM Aparatur

1.5. Sarana dan Prasarana

1.6. Sistematika LKIP

1.7. Tindak lanjut atas LHE AKIP Internal
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II. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

I[II. Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1.

3.2.

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi,

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada) ;

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan;

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1.

Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu
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4.3. Penyampaian LKIP ke ASN

Agar informasi pada LKIP menjadi kepedulian pimpinan dan seluruh
pegawai, maka informasi laporan kinerja perlu dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai. Informasi dalam laporan kinerja yang disampaikan kepada
seluruh pegawai meliputi ringkasan (infografis) 7 informasi/analisis laporan
kinerja.

Target
Sasaran Strategis RPJMD Sasaran Strategis PD Kinerja

1 20 - Terwujudnya si tata kelola 29 - Indeks Reformasi MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL Indeks POINT 2019: 294 2019:277 ® \‘ ﬂ&\
pemerintahan yang smart, bersih dan Birokrasi (kategori) BERINTEGRITAS, NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI Sistem 2020: 325 2020: 375.5 =3 L/
akuntabel Merit 2021: 375.5 2021:375.5
2022: 380.5 2022:396.5
2023: 396.5 2023: 396.5

Informasi kinerja LKIP diatas disampaikan kepada seluruh pegawai
melalui berbagai media.

4.4. Pemanfaatan LKIP untuk Perbaikan Perencanaan

Setelah selesai disusun, LKIP dimanfaatkan untuk perbaikan
perencanaan. Pada Bab III LKIP terdapat analisis faktor faktor yang
menyebabkan keberhasilan dan kegagalan. Pada pembahasan tersebut
terdapat rekomendasi perbaikan perencanaan agar kinerja pada masa yang
akan datang lebih baik. Rekomendasi perbaikan perencanaan hasil analisis
LKIP masuk ke dalam sistem perbaikan kinerja untuk proses perbaikan
kinerja pada cascading dan dokumen perencanaan. Mekanisme pemanfaatan
LKIP untuk perbaikan perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut.

Rekomendasi Perbalkan A G
Perbaikan Perencanaan pada pada Cascading Tahun ik
Perencanaan Hasil Cascading melalui r o
Analisis LKIP Sistem
@wreee e s
LK — — ——

4.5. Eviden Penilaian Penyusunan Laporan
Kinerja Standar Eviden Pelaporan Kinerja
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3.1. Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja
(pemenuhan)
3.1.1. Dokumen Laporan Kinerja Telah disusun

PEAPPEDA

KATA PENGANTAR

Py syukur kita panjatkan kepada Allsh SWT, atas i

o sehinggn Laporan
Kincej Instansi Pemerinish (LK]IP) Badsn Perencanasn Persbangunan Docruh Taban

| S Anggsean 2073 dapat disclsaikan tepai poda waktunys, Berdasarkan Perstiran Presiden
l : Yo 2 21 o A Ko eI

LAPORAN AKUNTABILITAS P (LX]) o mepkan bogn dr s el Kl
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ” it
TAHUN 2022 pemecitaschaga sl s syt unuk cciptanya pemerinahan yang i dan
050/08.04/SEK.III terpercaya, dimanapcayusuraen dun pelaporancya berpedoman pods Perstuean Menteri

Negara Penberdayasn Aparstur Negsca Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peturck Teknis
Pecjanjian Kinerj, Pelsporan Kinerja dan Tota Cara Review Liporan Kinerja Instansi
Pemerinteh,

Payampaian LK1P Tohun 2022 pads dassrmys menggambrkan Kinera Rodon
Perencanaan pembangainan Dacrah sclama perjalanan Tahun 2022, bersarkn indikstor
dan tolok ukur kinerja yang elah ditetapkan dengan pengukuran pencspaian Kinerja

juk pada indikator Kinera input

yang dilaksankn peda shum 2022.
Dengan telah tersusunnya LK jIP Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah taban

penyampaian | KjIP Badan Purcncansan Pembanguen Ducrah Proviasi Salawesi Tengsh

Tabun 2022 dapat memborikun informasi pada pelsksanaan Kincrjs Khususnya dutan
menjalankan tugas dun fungsinya, dan scmoga. laporan ini dupst. bermantiat bugi
perencansan Program dan Kegiatan tshon yang akan duting. Kami juga menyampaikan
terima Kisit kepoda pelaksana hestan yang sudah bekeria secars optinal dalam
melsksanakan kegiaan selama tabun 2022.

Pali, Fobrusei 2003
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SULAWES! TENGAH

Peribin Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006
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Tahun Kinerja: 2024

RAPORT KINERJA

Biro Organisasi

TRIWULAN | TAHUN 2024

Capaian Kinerja
Sasaran Sub Kegiatan
0%

Efisiensi Anggaran

0%

Penyebab Kegagalan

Jumlah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai Jumlah Penyebab Kegagalan

capaian (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Dokumen Laporan Kinerja Telah disusun Secara Berkala

Operator BIRO ORGANISASI @

Selamat Q

Biro Organisasi meraih Kinerja:

TERBAIK 1

DARI 17 PD DAN BIRO

Capaian Kinerja & Anggaran




3.1.3.

Dokumen Laporan Kinerja Telah direviu
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Revea LKIP Perangha Daerah Provinsi Sulowesi Tengah Tahun 2023

Tarm dan
Sarani dan Dnfogralis F1 Mariasd dan lnfegrafis F2 Marud dan lafografs F3 i gir ki il Nifiggralin P4 Sarasi dan Infografis PS5 Marasi dan Iafografis Fa ——
Rizilisssi 2023 Perhasdingn Peringhst
x , - § . .
ae Fera ¢ Dacrab Targel Realisami Capatan Tarpet L Peai - Frainglatss Targsd Akbir ierlmdap Tarpel | Rala-rais Realinasi JIEY Peranghan KU Fo Target . ) Samia Kealnasi Sclnih . .
Tahiun Rlisasi B2 PFronurunsn Fenmrumin Remira . N Vi Reslisas M3 Capsin pagn Anggaran Capsiun Firami
Tabiss 2023 ny nxn . L. Rimstrs Tabiin | Nasional | desgan rati-rata | Dacrsk & . HI jprogri Anggaran Anggurin
pikk ] Capaisn NI} Realisaid H23 || Tabhes HZ6) . . Terkait
ke Masivml Lavel Nasdonsl

Elasfan Perenoann Pambsnuiins Dazah
I |Baskin Peagpclol iirgpan dan Asel Dicrih

Easfun Risel dim Incvas Dazrah

4 |Balin Fosbipatn Duxsh

S | Badian Keprpamiaan D
6 |Balin e [hrya Mamiis Dusrah

9 |Balin Peaglubung

10 | Dimas K eselulan

11 |Dimas B Mlarga dim Perilaan Ruang

et Dhiva As

13 |Dimas Persmsian, Kawasan, Pesmilins dis Pertmahan

|4 |Dmas Senisl

15 |Dimas Pembendayaan Masvansial din Dea

i Herencam

B [T

% Slalislik

i, Pernamndin

20 | Dmas Parrwmala

21 |Domas Tosmasruan Pangs i Hestikulura

11 | D Pl s Peliradian

23 | Damas Kchulsman

24 |Domas Encrp dis Sumber Dayve Minczal

2% | Dimias Pendidkan

26 |Demas Tenaga Kerga din Trass

sl

sipss ik Porlashisur

34 | D Kl

35 | Dimas Permhs

36 |Dimas K chudayaan

I Dezah

Peanban s

n dan (oo Dicrad

50 |Rumsah Salil Masbani
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3.1.4. Dokumen Laporan Kinerja Telah Dipublikasikan

PUBLIKASI LKIP PADA ESAKIP

* Kreta Persnght Duach *  Acstwitn

R s -

| —_ DIPUBLIKASIKAN PADA MEDIA INFORMASI
- -
4 &
RI
Unit Kerja Tgl Upload Dokumen  Ket T
Dinas Koperasi dan Usaha Kecll 03 Aug 2023 B ' LKIP REV 2023 HASIL DESK

1:33

Dinas Koperasi dan Usaha Keall 07 Jul 202317:16 B ' LKIP 2022 Revisi Desk

Dinas Koperasi dan Usaha Kec 31 Mar 2023 B ' LKIP 2023
07:58

Dinas Koperasi dan Usaha Kedl 27 Mar 2023 a ' LKIP 2022
1651

Dinas Koperasi dan Usaha Kecll 06 Oct 2022 16:13 B ' LKIP 2021

Dinas Koperasi dan Usaha Kecll 11 Mar 2022 B8 ‘o
08:58

Publikasi di Website Perangkat Daerah

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK Home Profil Galeri Informasi Publik PPID -
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hubungi Kami

SK Daftar Informasi Publik
SK Penetapan Informasi dikeculikan
SK PPID

¢ SK Tim PPID
* SK Humas PPID
« SK Tim Layanan Aduan

INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA 2019 2020
IKU Unduh Unduh
Rencana Strategis (RENSTRA) Unduh Unduh
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Unduh
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Unduh
Rencana Kerja (RENJA) Unduh
Rencana Karja Anggaran (RKA) Unduh
Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Unduh

Struktur Organisasi Unduh

2021

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

2022

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

2023

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh

Unduh



3.1.5. Dokumen Laporan Kinerja Telah Disampaikan Tepat Waktu

3.1.6.
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Unit Kavja

D Komumtsu don who

reOVNY

SUOMUTARAT DAIRAM FROVING

Orat Temaman Pargen den
ML

Dt Pt st dih Pov o o d

Do P i st Qam Wabastayasdy

D Kanaraga oy o

S oy

Bodar bmmuer Barge don Mol

Lrpendoda b
Porcatatan Lol

LKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2

050/08.04/SEK.III

(e

L Setrwtan

LAPORAN IO A IR TN PEMDRIATAM £ 000 DINAS PERUALAMAN Ol MRMANAAN
™

LKIP TELAH DILAPORKAN PADA ESR TEPAT WAKTU

- “w [ L ]

LA WA WALRGAD ACAAN G |

Jewcun 200

TANAMAN PANGAN CaN

N ANCGAMAN 200

L9 DENATETRAL

LGP Tahun X

KATA PENGANTAR
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3.2.Dokumen Laporan Kinerja Telah Memenuhi Standar Menggambarkan
Kualitas Atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/Kegagalan
Kinerja Serta Upaya Perbaikan/Penyempurnaannya. (Kualitas)

3.2.1. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas
sesuai dengan standar.

R TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENAJAMAN peerrian
———— ANALISIS LKIP

LKIP SUDAH DIPERTAJAM DENGAN ANALISIS UPAYA MENGATASI REALISASI KINERJA YANG BELUM OPTIMAL
& LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN REALISASI TAHUN-TAHUN YANG LALU

LKIP DILENGKAPI
INFOGRAFIS CAPAIAN

LKIP DILENGKAP| ANALISIS =
DIAGNOSA KINERJA TIDAK
TERCAPAI & LEBIH RENDA

SECARA DETAIL

LKIP DILENGKAPI oo
a o o » > UPAYA MENGATASI

%0 REALISAS| KINERJA
YANG RFL 1M OPTIMAL

3.2.2. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh
informasi tentang pencapaian kinerja.

wearrEOA
LKIP DILENGKAPI ANALISIS
DIAGNOSA KINERJA TIDAK
LKjIP TERCAPAI & LEBIH RENDAH
T SECARA DETAIL

4

nn o

LKIP DILENGKAPI
. UPAYA MENGATASI




3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.
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Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis
dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.

No. | Saseran Inikatr Target Realisesl* | Capaian | Kae Tahun 2083 (arget Nilag Tukar Pertkanan 100,8 dan
() ] oo
0 Jeigane  |oNaTuaheia| s | we | e | | fereasast sebesar 103,12 Capatan int melebih taget sebesar
Kesejahieraan pelaku
Usafaelatandan 102.30%,
perikanan !

Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis
dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Jangka
Menengah.

Tabel 16, Pethardingan Realisas Kinera Dangan Target Jangka Menengan DiRensta~ Capaian_indikator Nilai Tukar
2012006 Perikanan (NTP) tahun 2023

=

Sasann Sralegs KU Talgrth\rRensim Tingkat Kemajjan meleblhl 102 30(% dari target
sty | ' e
Renstra yang telah ditetapkan.

T ewgam Nei Tt e Hal ini menandakan indeks yang
Kesejahleraan P eakulsiha |(NTP) (%

Kelautan danPerkanan ne PR W m etanl erlkanan (It)
lebih besar dari jumlah yang

dibayarkan (Ib)

Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan
evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi Kinerja Tahun-
tahun sebelumnya.

Tabel15. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2023 Nilai Tukar Perikanan
N Indikator HE nn E11]
" LI Tanet | Realbasi | % Tamet | Reabsasl | % Tanut | Rakai | % (NTP)’ Perkembangan NTP
"""" capaia Jeapaia w leapaian
Perikanan Sulteng bila
enigkal [Nl
Sl dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun lalu (q
to qd). NTP Sulteng

cenderung turun.
Pada Tahun 2022 NTP sebesar 104,46 sedangkan Tahun 2023 sebesar 103,12

mengalami penurunan sebesar 1,28%. Akan tetapi, walaupun nilai ini turun
tetapi angkanya masih diatas 100 yang artinya indeks harga yang diterima (It) lebih
besar dari indeks harga yang dibayarkan (Ib). Tahun 2021 target ini dibagi menjadi

nilai tukar perikanan budidaya dan nilai tukar perikanan tangkap.

Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan
evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level
nasional/internasional (benchmark kinerja).

Indikator Realisasi 2023* | Realisasi Nasional
Sasaran strategis Kinerja 2023* % Capaian
Meningkatnya Nilai Tukar
kesejahteraan pelaku Perikanan (%) 103.12 105.22 98.00
usaha kelautan dan
perikanan

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTP Nasional lebih tinggi dari capaian
NTP Sulawlesi Tengah. Dimana capaian nasional sebesar 105,22 dan
capaian Sulawesi Tengah 103,12. Akan tetapi meskipun capaian NTP
Sulteng lebih rendah tetapi nilainya berada diatas angka 100. Hal ini berarti
bahwa nelayan/pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan

pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga).
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3.2.7.Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas
penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

No | Sasaran Target Realisasi Y% Anggaran (Rp) | Realisasi(Rp) % Hisiensi
Capaian Capaian | (%)
2 |Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS 2)
Nilai Tukar
Perikanan (%) 100.8 103.12 10230 | 45567,580,753 | 42,780,397,713 | 93.88 8.42
Sasaran  Strategis — 2, “meningkatnya kesejahteraan

masyarakat kelautan dan perikanan” memiliki IKU yakni Nilai Tukar
Perikanan (%). NPSS ini sebesar 102,30% hal ini menunjukkan
indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur untuk mengukur
capaian sasaran strategis ini telah melampaui target yang telah
ditetapkan. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai
sasaran strategis ini sebesar Rp45.567.580.753,- dan teralisasi
Rp42.780.397.713,- atau sebesar 93,88%. Jika dibandingkan
terhadap NPSS maka pada sasaran strategis ini terdapat efisiensi
sebesar 8,42 terhadap penggunaan anggaran yang telah
direncanakan.

3.2.8. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan
dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan

kinerja).
Ilustrasi
y Walaupun penduduk miskin mangalami penurunan sebesar 183.700 orang dan ta-
hun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebanyak 4 [uta orang dan tahun 2021 sebanyak
Upaya Akselerasi Peningkatan Capaian Kinerja ol mumﬂgogm:‘mmm
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 capa) 97 % yat dartaget 177% terealisasi779%. Faktr-faklo yang menyebabkan

tidak tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh tingginya beban pengeluaran

untuk memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan, kese-
hatan, dan sosial di masa pandemi covid 19. Beban pengeluaran masyarakat miskin

— Ll N SOB M
Geks Harga Konsumen (IHK) dari 108,05 pada November 2021 menjadi 108 55 pada
Desember 2021

1 Menerbithan [ 1 1 1 Penguatan 1. Penyauran
Kebjhan Tentang  Kevangan, yaty Mandin melah ovalbervpauang  pelaksanaan Kouwga Fronom
Pusst Distribus portumsan sses Mobde Tranng Unt  tuns hepads Imtorvens spendi:  Tidak Mampu (XETM) Faktor lain duduk misk ih bel capal
o NANMUOM WIS NI | Puan., | SO A arget adalah faktor stabitas harga kebutuhan pokok dan pendapatan masyarakat
‘miskin, Pada masa covid 19, jumiah masyarakat miskin yang keluar dari garis kemi-
" 00 untu eryang
aota kepada pelosok dess. UBE gy SMASUK, siowa skinan tidak tercapal karena pendapatannya masih terbatas, Kondisi ini disebabkan
masyarakat Adapun tuuan dari pengetabuaniby  tidak mampu yang oleh masih banyaknya tenaga kerja yang belum brsa kemball bekerja akibat sektor
elatinan o adsan Mangena kesehatsn  Ndak derma o Ind [ 1! " '_‘-
memberikan beka Gan i abelum dan  sebolah Neger:
pangetahuan dan pada hehamdan
emmns B Adapun akar tdak or target panduduk miskin
hewitausahaan, Perbakan asupan 2021 1ahun 2022
sehunggu paserta 9l omaga putrt penduduk miskin dari setiap sektor adalah sabagal berikut:
Mampu membuta #ebagN calon by
peluang usaha sesuy yang akan
Gengan arah minat Melahrian seorang
z:“':"': 1. Upaya Mengantisipasi Akar masalah kemiskinan melalul Stabilisasi
Whaiadon Harga dan Peningkatan Daya Bell Masyarakat
Penngratan
- e Panchirk Mk : getahun 2021
heluarga untuk
Sonberkan AN pokok. Walaupun barang kebutuhan pokok hasil produksi tanaman pangan dan hol-
“‘"“‘":A"""‘ tikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan o Jawa Barat rata-rata mengalami
ptragiog peningkatan, namun masyarakat belum dapat mengakses barang kebutuhan pokok
piwronmiogs torsebut dengan harga yang terjangkau. Hal ini salahsatunya isebabkan oleh pola
Brshiusil, distribusi barang kebutuhan pokok. Sebagian masyarakat miskin tidak dapat men-
Pennghatan layanan gakses barang kebutuhan pokok hasil produksi setempat secara langsung dengan
::“_‘:::“‘" harga yang terjangkau. Sebagian masyarakat hanya dapat mengakses barang ke-
oranriey mwymmmmmnmmmm
s RO tempat asalnya barang Kok tersebut memil harga
1t aksana g1 yang lobih mahal, Dengan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat maka daya
burw; beh semakin hingga pengy miskin kurang
Penaghatan sigaifikan,
e i Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaku-

nerhamhannan ke I Kan upaya-upaya sebagai berikut:
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3.3. Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Dampak Yang Besar Dalam
Penyesuaian Strategi/ Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja Berikutnya
(Pemanfaatan)

3.3.1.Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian
utama Kepala Perangkat Daerah (bertanggung jawab).

|

PENYAMPAIAN LKIP KE JPT

5 8

ik
[

i
i
il

109,44 % |

149 pon 134,94 poin

JPT mengevaluasi laporan kinerja dan informasi di LKIP
dijadikan dasar perbaikan kinerja berikutnya

I

3.3.2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian
seluruh pegawai.

Laporan kinerja didesiminasikan kepada
seluruh Pegawai

2021

a4 % )
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3.3.3.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan
dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

RAPORT KINERJA

DINAS SOSIAL
TRIWULAN Il TAHUN 2022

Capalan Kinerja Sasaran Sub
Kegiatan

93.67% 158

Jumlah Sasaran Sub Kegiatan

Jumliah yang Tercapai Jumiah yang tidak Tercapai

148 10

Efisiensi Anggaran Jumiah Anggaran
-% Rp 69.810.364.622

Penyebab Kegagalan
Jumilah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai

10

Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan IV

Jumiah Langkah Aksi sasaran sub kegiatan yang tidak
tercapai (semula)

20

Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak tercapai (semula)

Rp 422.146.500

Jumlah Langkah Aksi

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan (menjadi)

Jumiah yang Terserap Jumlah yang tidak Terserap

Rp 87.383.622.546 Rp O

Jumlah Penyebab Kegagalan

1

Jumlah L

Aksi yang

(menjadi) perubahan jadwal

Usulan perubahan anggaran

Rp 422.146.500 Rp O

3.3.4.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan
dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai

kinerja.

RAPORT KINERJA

DINAS SOSIAL
TRIWULAN Il TAHUN 2022

Capalan Kinerja Sasaran Sub
Kegiatan
93.67% 158

Jumlah Sasaran Sub Kegiatan

Jumlah yang Tercapai Jumiah yang tidak Tercapai

148 10

Efisiensi Anggaran Jumiah Anggaran
-% Rp 69.810.364.622

Penyebab Kegagalan
Jumlah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai

10

Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan IV

kah Aksi sub
tercapai (semula)

Jumiah L

yang tidak

Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak tercapai (semul.

Rp 422.146.500

Jumlah Langkah Aksi

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan (menjadi)

Jumiah yang Terserap Jumlah yang tidak Terserap
Rp 87.383.622.546 Rp O

Jumlah Penyebab Kegagalan

1

Jumlah L

Aksi yang

(menjadi) perubahan jadwal

ulan perubahan anggaran

Rp 422.146.500 Rp O
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3.3.5.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam
evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Ilustrasi Provinsi ABC

INFORMASI KINERJA

Persentase Penduduk 3
Miskin SASARAN 2 :
taraf hidup EVALUASI KINERJA
IR = ;"‘_——-"‘-‘-‘-‘.ﬂ"ﬁ:&‘-ﬁ-‘-’-‘:
e et P e B, s e oo
oy W dn m—-nmm m
e 6 e Tk s st S ""'_'_:..'.
[rosanotivneoiuthy ..-.:--.-'-".'E.-—.-...".’:‘.'.:

70 o s i pondh i sueh b g
O e v A S Aa N ok o et
e Padn e ol T AT e (1) W S g b

s oo gy e e s
o mas gt a1 o s M St i hent

Yot Gbanang beten pecgesaan
MenImAl maLn Baaow beten Adurr W T (o8 LTS B rSe e PN T
Cipnociont “-ﬁ-“~=
Qe perrhatan sebe s 521 87
18U TN ramun dengan pesdapatn
monarmat sedmar
Tahun atay 43TV Tan ks by g iyt g o Msgassit.
mavyarakat yang kahar Gen gane be- nssies Vs
ey Kerabcan o Jows Darat ey
g oo pove T W ey e ot e s e b b
o et e . 0 e s e S
reatas Orcoor et UV tera- e b et b ebager fekrry
0 100t s 230 e S M s v Cos Sos Y
WSS ~~—:-~-—-=‘
:-‘—l-—'-v—-t'-—ﬂ—'——-
Formaan Pecaentase — T e
-
R i e
P )
e
e
SIS

3.3.6.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam
penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Ilustrasi Provinsi ABC

Persentase Penduduk %m’i&:—’
Miskin SASARAN 2 : = ==
Kualitas dan SR RET
tarat hidup masyarakat ===
=EoEEs R
avye mercape 1 ATN can capmen 5_@ =
i il meeurin A1 da capees g@." ——
Areria Latun sabenmrve. S Ty
PP I
Barst Wb Banyes Goengan s
Peneghuings  pendepeten e
oot deedong o KONTEN UPAYA-UPAYA
oo S PERBAIKAN
TN camus dengen
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3.3.7.Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi
perubahan budaya kinerja organisasi.

RAPORT KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Selamat Q

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN meraih Kinerja:

TERBAIK 7
DARI 46 PD DAN BIRO

TRIWULAN | TAHUN 2023

Capaian

: Capaian Kinerja & Anggaran
100% 86 6 :

10000
Efisiensi Anggaran ‘ g L : ==
3.28% 7.4 p 1

w00

00

2\ oo

Penyebab Kegagalan .

Jumlah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai Jumiah Penyebab Kegagalan 8 wow

00

o ) o

0

o

W Kinerja W Anggaran
Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan I1, 11l & IV
Jumiah Langkah Aksi sasaran sub kegiatan yang tidak Jumlah Langkah Aksi Jumlah Langkah Aksi yang mengalami
e el ) s Incnt GRAFIK PROGRESS CAPAIAN KINERJA
SASARAN SUB KEGIATAN
o 0 =
™
™

Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan 11, 11l, & IV

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak tercapai (semula)  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan (menjadi)  Usulan perubahan anggaran
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BAB V

PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
Evaluasi kinerja internal meliputi self assessment oleh masing masing
perangkat daerah dan evaluasi oleh Tim Sakip Pemda.

S.1. Self Assessment Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah
Perangkat Daerah melaksanakan self assessment evaluasi akuntabilitas
kinerja internal berdasarkan standar eviden. Tata cara self assessment adalah
sebagai berikut:
1. Login melalui https://kinerja.sultengprov.go.id/login atau
alamat link penggantinya.
2. Masuk ke menu “LKE” pilih “input eviden”

Dr——
N Sempenen Lud (ompanea 0 00rs Jemahan Hoden
P v
1. Perencanaan Kinerja
£ " M
Dekumen Peesnc h
age
wt

3. Hasil self assessment akan diverifikasi oleh Tim Sakip Pemda

4. Perangkat Daerah menindaklanjuti masukan dan saran hasil
verifikasi Tim Sakip Pemda

5.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal Oleh Tim Sakip Pemda

Tim Sakip Pemda melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
berdasarkan hasil self assessment perangkat daerah dengan prosedur sebagai
berikut:

1. Login ke Aplikasi SALIARA

2. Melakukan verifikasi dan memberikan saran masukan terhadap hasil self assessment
perangkat daerah

3. Melakukan penilaian atas hasil perbaikan self assessment perangkat daerah



-82 -

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
TAHUN 202-

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot LELT
Sebelumnya

202-

1 |Perencanaan Kinerja 30,00 0,00

2 |Pengukuran Kinerja 30,00 0,00

3 |Pelaporan Kinerja 15,00 0,00

4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 0,00
ai A abilita erja Belum Input 0,00

Predikat | Predikat

No Catatan

1

2

3

4

)

6

7

8

9

10

1

2

3

4

]

6

T

8

)

10

5.3. Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
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LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

202-
C Nilai S
0 ompone b Kompo Bobot [ o Nilai Unit y .
1 |PERENCANAAN KINERJA 30,00 0,00 0,00%
1.a|Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 | Belum Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00%
1.b|Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk
mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan s
penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan 9,00 BeiEADES 0,00 0,00%
kinerja bidang lain (crosscutting) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.c Perenclanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang 15,00 | Belum piisi 0,00 0.00%
berkesinambungan 0,00 0.00 0,00 0.00.
2 |PENGUKURAN KINERJA 30,00 0,00 0.00%
2.a|Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 | Belum Diisi 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00%
2.b|Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja 7 o
secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan 9,00 | “Belim Diis aia o o o 0,00%
2.c|Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan
Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif 15,00 | Belum Diisi 0,00 0,00%
dan efisien 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |PELAPORAN KINERJA 15,00 0,00 0,00%
3.a|Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja 3,00 | Belum Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00%
3.b|Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas
atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta 4,50 | Belum Diisi 0,00 0,00%
upaya perbaikan/penyempurnaannya 0,00 0,00 0,00 0,00

3.c|Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian - o
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 720" | Bavm 0,00 0,00 0,00 0,00 0.9 000%

4 |EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25,00 0,00 0,00%
4.a|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 5,00 | Belum Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0.00%
4 b|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 'nlemgl telah dilaksanakan secara berkualitas 750 | Belumpiisi 0,00 0.00%

dengan Sumber Daya yang memadai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.c|Iimplementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas 12,50 | Belum Diisi 0,00 0,00%
dan efisiensi Kinerja 0,00 0,00 0,00 0,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja 0,00

LKE Instansi

Instansi

Komponen/Sub Komponen/Kriteria
| 1 [PERENCANAAN KINERJA 30,00

Jawaban  Nilai

Catatan

Daftar Evidence

0
[ 1.a[Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia | 600 [ | Belum Dilsi

Kriteria:

erdapat pedoman teknis kinerja.

‘erdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.

‘erdapat dokumen Kinerja jangka menengah.

‘erdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.

‘erdapat dokumen akiivitas yang Kinerja.
‘erdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

Setiap Kinerja

kena dan

1.b|Dokumen kinerja telah standar yang baik, yaitu
untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART,

disetiap level secara logis, 9,00 e
serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

[Kriteria:

|_1]Dokumen Perencanaan Kinerja telah

2[Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat wakiu.

3|Dokumen Kinerja telah a@s Kinerja yang periu

6|Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

5{Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapal, tertuang
secara utan - tidak sering diganti dalam 1 periode Strategis).
|_7|Targetyang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable). menantang, dan realists.
8|Setiap Dokumen Kinerja yang serta
selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
kinerja dapat informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan
aktivitas antar g/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (C:
1.4 Kinerja telah untuk hasil yai
borknslnambnngar? T I 10 | | N
Kriteria:
|__1|Anggaran yang telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
2|Aktivitas yang telah Kinerja yang ingin dicapal.
3|Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
4[Terdapat Dokumen Kinerja yang dari hasil analisis
kinerja
5[Terdapat Dokumen Kinenja dalam
| |vang lebin baik.
6|Setiap kerjan dalam kinerja yang telah
7|Pimpinan terlibat dalam Kinerja yang telah
8|Setiap Pegawai dalam kinerja yang telah
9|Kinerja individu telah selaras dengan kinerja
2 |PENGUKURAN KINERJA [3000 | o
[ 2.a[Pengukuran Kinerja telah | 600 | | Belum piisi|
1|Terdapat pedoman teknis kinerja dan data kinerja.
2|Terdapat Definisi Oj yang jelas atas kinerja dan cara indikator kinerja.
3|Terdapat yang jelas terhadap data kinerja yang dapat di
2.b|Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan 9,00 Belum Dilsi
berkelanjutan
1|Data kinerja yang telah relevan untuk capaian kinerja yang




Instansi
Jawaban  Nilai

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot
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Catatan Daftar Evidence

3.c|Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam b
i IS e s PR Y, ,'gmm beckiitaya 7,50 Belum Diisi
1 dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan Jawab)
2|Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
[ 3[Informasi dalam laporan kinerja berkala telah dalam aktivitas untuk
kinerja.
{informasi dalam laporan kinerja berkala telah dalam
untuk kinerja.
5 |Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
[Informasi dalam laporan kinerja telah dalam kinerja yang akan

dihadapi berikutnya.

7|Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 0

4.a|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 500 | | Betum piist

1|Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinena Internal
2|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
3|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

4.b|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara

| itas dengan Sumber Daya y: 7,50 | |w\,mp;|,-

g
|__1]|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dengan yang memadai.
|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dil pada seluruh unit kerj daerah.

4.c|implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) 12,50 Belum Diisi
dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
1|[Seluruh asi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
2(Telah terjadi i i SAKIP dengan tindak lanjut atas rerkomendasi
hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
[3|Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah di Untuk dan
kinerja.

4[Hasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dimanfaatkan dalam mendukung efekifitas dan
efisiensi kinerja.
5[Telah terjadi dan kinerja dengan hasil evaluasi akuntablitas

kinerja internal.

Instansi

No Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot | van  Ni

| 2|Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

Catatan Daftar Evidence

kinerja telah secara berkala.

4|Setiap level atas capaian kinerja unit dibawahnya
secara j

5[Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi).

2.c|Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan

Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang 15,00 Belum Diisi
efektif dan efisien

1]|Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil (Decision Maker) dalam mengukur capaian

2|Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam i )

3|Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural
imaupun fungsional.

4|Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
5] Kinerja telah Strategi dalam Kinerja
kinerja telah dalam kinerja.
[ 7|Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktvitas dalam mencapai kinefja.
8P kinerja telah i I iggaran dalam i kinerja.
| 9[Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
10[Setap uni kena i dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
11|Setiap pegawai dan peduli atas hasil kinerja
| 3 |[PELAPORAN KINERJA [1500 ] |
[3.a|Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 300 | | isi
1|Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
|_2|Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
Dokumen Laporan Kinerja telah tepat wakiu.
3.b|Dokumen Laporan Kinerja telah i Standar ‘
Kualitas atas ian Kinerja, i il 4,50
kinerja serta upaya il naannya I

Dokumen Laporan Kinerja telah

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target

1

2|Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.

3|Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
)

tahunan.

5|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target
jangka

6|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi
kinerja tah:

7|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi
kinerja di level nasi i Kinerja).

8|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai
target kinerja.

8|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapa target
kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

9|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai
kinerja.

=)

Dokumen Laporan Kinerja telah upaya dan kinerja ke depan
kinerja).
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LKE Unit

No Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Jawgs;‘:'sa'k’:'i’lai Catatan Daftar Evidence
1 |PERENCANAAN KINERJA
1.a|Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
Kriteria:
Terdapat pedoman teknis perencanaan Kinerja.
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
Terdapat dokumen Kinerja jangka pendek.
Terdapat dokumen akivitas yang Kinerja
Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu
untuk mencapai hasil, dengan ukuran ki yang SMART,

ling) disetiap level secara logis,
serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
Kriteria:
1|Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
2|Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat wakiu.
3|Dokumen Kinerja telah atas Kinerja yang periu
dicapai
4[Kualitas Rumusan Hasil ( telah jelas kondisi kinerja yang akan dicapai.

| Belum Diisi

Jolol o[

o

6Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

5{Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang
secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

7| Targetyang ditetapkan dalam Kinerja dapat dicapai ) dan realistis.
8[Setiap Dokumen Kineria hubungan yang serta
selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

S|Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strateg, kebijakan, bahkan

11|Setiap pegawai
i :anaan Kinerja tolah untuk hasil yang ‘uml

Belum Diisi

Kiiteria:
1[Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
2|Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
3[Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on
the right track
3|Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
4[Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis
kinerja
5[Terdapat perbail Dokumen Kinerja dalam
yang lebih baik.

6|Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen Galam mencapai kinerja yang telah

7|Setiap Pegawai dan pedull, serta dalam mencapai kinerja yang telah
[2 |PENGUKURAN KINERJA| [30,00 [ o
Kinerja telah dilakukan [ 600 | | Belum piisi
Terdapat pedoman teknis Kinerja dan data kinerja.

Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
[3[Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

kK
L2
3]

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot , UnitiSatker Catatan Daftar Evidence

Jawaban  Nilai
2.b|Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja

secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan 9,00 Belum Diisi.
|__1[Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian
Data kinerja yang telah relevan untuk capaian kinerja yang dil
Data kinerja yang telah capaian kinerja yang diharapkan.
kinerja telah dilakukan secara berkala.
Setiap level atas capaian kinefja unit dibawahnya

secara berjenjang.
Pengumpulan data kinerja telah memantfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Pengukuran capaian kinerja telah Teknologi Informasi (Aplikasi).

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan

o]

N
o

< |~l|

Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai 15,00 Belum Diisi
efektif dan efisien

1|Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam
kinerja. il

2|Pengukuran Kinefja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural
maupun

3|Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

4|Pengukuran kinerja telah mempengaruhi Strategi dalam mencapai kinerja.
5[Pengukuran kinerja telah mempengaruhi peny ijakan dalam mencapai kinerja.
6|Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.

9[Setiap univsatuan kerja dan peduli atas hasil pengukuran kinera.
10|Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
| 3 |[PELAPORAN KINERJA T T o

3. Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 300 | | Belum piisi
Laporan Kinerja elah disusun
Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
Laporan Kinerja telah diformalkan.
Laporan Kinerja telah direviu.
Laporan Kinerja telah
Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja telah i Standar kan

Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan’kegagalan 4,50 Belum Diisi
kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinefja.

Dokumen Laporan Kinerja telah mengi realisasi kinerja dengan target tahunan
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan targetjangka
menengah.
okumen Laporan Kinena elah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinenja
tahun-tahun
| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi Kinerja di
level i Kinerja).

7|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beseria upaya nyata dan/atau

8|Dokumen Laporan Kinerja telah ehisiensi aias Sumber daya dalam mencapai
kinerja.
5| Dokumen Laporan Kinerja telah mengi Upaya ikan dan Kinena ke depan

| kinerja).
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Unit/Satker Catatan Daftar Evidence
Jawaban  Nilai

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot

alam laporan kinerja telah
dihadapi berikutnya.

budaya kinefja
[25.00 [ [ o
| 500 | | Belum piisi
pada seluruh unit daerah.
3|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dil secara berjen;;
e I 7,50 I |Beluleld

yang memadai.
jalperangkatdaerah.

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak)
dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

1|Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjufi.
[2]

Belum Diisi

Telah terj; i SAKIP dengan tindak lanjut atas rerkomendasi
hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
_3|'Hasi| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah di untuk ikan dan
itas kinerja.

4[Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan
efisiensi kinerja.
5|Telah terjadi ikan dan i kinerja dengan hasil evaluasi akuntablitas

kinerja internal.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHIO KUMOLO

5.4. Eviden Penilaian Evaluasi Kinerja

Standar Evidence Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

4.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (pemenuhan)
4.1.1. Terdapat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

INS1 SULAWES| TENGAN

¥ BAPPEDA

KATA PENGANTAR

ukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya sehingga Laporan
Kinerja Instaasi Pemeriniah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Dacrih Tahun

- L2 edinnied ol
e Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Presiden
i % Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintsh/SAKIP,

LAPORAN AKUNTABILITAS Pemerintah (LK]IP) yang merupakan bagian dari sistem pelaporan Kincrja fnstansi
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pemerintah (SAKIP)

ap ‘menyusun Laporan Akuntabilitas K

terciptanya akuntabilitas k instansi
TAHUN 2022 pemerinah schaga sash s prasyara unt teripanya pemerinahan yang baik dsn
050/08.04/SEK.1II terpercaya, dimanapenyusunan dan pelsporsnnya berpedomsan poda Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Aparatur Negaza Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pecjanjian Kineja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporun Kinetja Instansi
Pemerintah

v

Perencanaan pembangunan Dacrah sclama perjalanan Tahun 2022, berdasarkan indikator

ampaian LK]IP Tahun 2022 pada dasarnya menggambarkan Kincria Badan

dan tolok ukur Kinegja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian Kincrja

menujuk Kinerja input, ongpu d ! dank
yang dilsksankan poda tahun 2022

Dengan telah tersusunnya LK jIP Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tabun 2022

penyampaian | KjiP* Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 dapat memberikan informisi pada. peluksanaan Kincrja khususnya dalam
menjalanksn tugas dan fumgsinya, dan scmoga laporan ini dapat bermanfiat bagi
\ perencangan Program dan kegiatan tabun yang akan dating. Kami jugamenyampaikan
\ terima Kasih kepada pelaksana kegiatan yang sudah bekerja secara optimal dalam
/ melaksanakan kegiotan selama tahun 2022
Palu, Februari 2023

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pebina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006
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4.1.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan pada
Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah

RAHASIA |

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jin. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWES| TENGAH

NOMOR  : 700/041/E-SAKIP/PROV/VIL/2022
TANGGAL 01 JULI 2022

4.1.3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan
Secara Berjenjang.

LKESAKP PENPROV SELFASSESMENT) LHESAKP PENDA LB AP PERANGIAT
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Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan

Secara Berkualitas dengan Sumber Daya Memadai (kualitas)

4.2.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan sesuai Standar
= B BUKTI PELAKSANAAN TAHAPAN EVALUAS!

=]
5
m

FEMRNTAR FRCAAN SAAEM MY

o o
INSPEKTORAT DAERAM

LAPORAN MASS EVALUAS!
SISTEM ANUNTABRLITAS KINERJA
INSTANS! PEMERINTAN
(SAKP)
INSPEXTORAT DAERAN
PROVINSI SULAWLS! TENGAM

LHE sudah didasarikan Permenpanrd No
88 Tahun 2021 dan pedoman evaluasi

- yang mengxu kepada Permenpaned
No 88 Tahun 2021

4.2.2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan oleh
SDM yang memadai

E :W:-_

=

PEMERINTAH DAERAH PROVINSE SULAWEST TENGAM T

membenkan

PENGHARGAAN
Kepada

DINAS KOMUNIKAS], INFORMATINA. PERSANIIAN. DAN STATISTIN

atas prestasinya dalam:

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

dengan Predikat Nilag
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4.2.3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan
dengan pendalaman yang memadai.

sz LHE sudah menyajikan rekomendasi
perbaikan yang rinci dan mendalam

FOMANTAR PRI RALSTM TGS

S s e e by g e s g

B s b e T p—

LAPORAN HASS EVALUAS! L Ll P —
SISTEM ANUNTABRLITAS KINERJA ot ot
R . S G S A Sp——
INSTANS! PEMERINTAM oy ———
(SAKP)  W— " g o -y

B L ——

INSPEXTORAT DAERAN
PROVINS! SULAWES! TENGAM

—
T— -

—— s i o i

i — ——y —— - -
e T T —p—
P Rt S S W . W — o (-
-

B e

COTTXIORAT
-

4.2.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan pada
seluruh unit kerja/perangkat daerah.

LHE SAKIP

[masania | PN Ut AR A FTOVTNIS AR BARAT
INSPEXTORAT
o A 2 4 AR A o S 0 A0S
———— .—’-——1

P A——
—
-~ - - ——
. o T — —
- e —— e
- e e
P e .
ITT

==
P tar—err]
EET===
PEMURINTAN PROVINS SULAWES TINGAN Qi st pimishin . A B
o « —
INSPEKTORAT DAERAH e e T o 1t s B s T
o et B W P P i) abo . o s T e e 8 T R ey e e o
———" ——————— o— " T—
P e o s s e e o
e e
i e e e ———
LAPORAN ==
HASIL EVALUASI Pt ..":..“.‘.“'.-'..;...':_‘"
SISTEM AXUNTABILITAS KINERJA T P— .
S m bt e e s Pt e g
INSTANSI PEMERINTAH e e =
p) e S e e et e e e i
(SAK! SRS SRS T e
S — . P——T— . T —
i s @ o s et § et 2
e s e T e e
PROVINSI SULAWES! TENGAM A Ty e R
[w! — | - | - ___im
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LE R ST [V S - T
P o - -
[ . « -
e laoe e . - -
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4.2.5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan
Menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)

APLIKASI EVALUASI AKUNTABILITAS INTERNAL

4.3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
Efektifitas dan Efisiensi Kinerja (pemanfaatan)

4.3.1. Seluruh Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal telah ditindaklanjuti

Melakukan review Pembentukan tim Strategic
perbaikan dokumen Transformation Unit (STU)
perencanaan PD
dengan memenuhi
kriteria SMART

Pemagangan Tim STU di Jawa Barat
Fokus perbaikan SAKIP

Coaching Clinic perbaikan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah oleh
Tim STU Jawa Barat

Desk Perbaikan Arsitektur Kinerja
Perangkat Daerah

Asisten Hasil Desk Perbaikan dokumen

perencanaan dengan Tim STU Jawa
Rarat
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4.3.2.Telah  terjadi peningkatan implementasi sakip dengan

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi
akuntablitas kinerja internal.

PROGRES CAPAIAN NILAI SAKIP PROVINSI SULAWESI TENGAH

70,46
69,37

69,14

BEE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4.3.3.Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Informasi Before and

Perbaikan cascading dan After outcome/output/

|dentifikasi kinerja tidak tercapai ™ Analisis penyebab kegagalan B  Dokumen Perencanaan =

strategi

or yangMenyskabhan e T 2001tk Teranal
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4.3.4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dimanfaatkan
dalam mendukung Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

y EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
Identifikasi kinerja Analisis penyebab Perbaikan cascading dan » Informasi Before and After KINERJA
tidak tercapai Kegagalan Dokumen Perencanaan outcomeoutput/strateg »
1 it s i o A" 2. A
s R S i '_"i‘"l»‘i EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI APBD
e |
I.@ .l - o= Mu.nns.ws;rmukm, ))) 9 5322
-rala capaian kinerja sasaran strategts p 1949 532.2))
mu R Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar
!!uu!uug ——— 10.71% v
By Emay AR == I M
ne o = -]
. R, 127858312
E ERSEE N0
Rp. 670.939.09§

4.3.5.Telah Terjadi Perbaikan dan Peningkatan Kinerja dengan
Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

SecAnAK b —— 1 |
CONTINUOUS IMPROVEMENT IMPLEMENTASI SAKIP

BB . PROVINS| JAWA BARAT
‘
CONTINUOUS IMPROVEMENT 2022

PEMNTSANAN ANSTEXTUR EMRIA
FOMANSMAN DACTAN (MDA

PEMBANGUNAN SISTEM PERBAIKAN
KINERJA (FITUR APLIKAS!)

RAPOR KINERJA PERANGKAT DAERAN
FIMERNTAN FROVINE SULAWES TINGAN - BERKALA (PER TRIWULAN)
: o aas

INSPEKTORAT DAERAH

S Ot S W 01 o Do D) ML

LAPORAN HASH, EVALUAS!
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
[SAKIP) UL
69,14 %937
PROVINSI SULAWES! TENGAM 68,30
67,16
~ema 1 PUOBALT SAAIP PROV, VIL 03 66,31
Ao 1 AR D e - E B B

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA



